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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, stas rahmat dan
karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Kabupaten Solok dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Diskominfo Kabupaten Solok disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) Tahun Anggaran 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo Kabupsten Solok merupakan
perwujudan bentuk akuntabilitas sebagai unit organisasi untuk mempertanggung
jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan
kepada Diskominfo Kabupaten Solok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkal
pencapaian Diskominfo yang menggambarkan tujuan dan sasaran serta program
dan kegiatan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Solok, yaitu
“Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan
Sejahtera™ ™, serta diperkuat dengan Misi ke-1 “"Mewujudkan Smarnt Government dan
Berintegritas dalam Melayani ", Strategi instansi yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan vang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi
bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik
berupa output maupun ouwicome di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telash membantu dalam penyusunan Laporan
Kinerja Diskominfo Kabupaten Solok Tahun 2025 baik tenaga dan pikirannya
diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Lapgran Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Solok ini dapat memberikan
manfaat secara optimal.

Kabupaten Solok, Februari 2026
: la Dinas
Komimikasi Dan Informatika_Kabupaten Solok

NIP. 1972

—_—
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BAB 1
PENDAHULUAN

l.1.Latar Belakang

Bahwa tuntutan terciptanya pemerintahan yang baik ((Good
Governance) dengan ciri-cini pemerintah yang akuntabel, transparan dan
partisipatif menjadi isu nasional yang harus disikapi oleh pelaksana kebijakan
publik. Indikator yang mencerminkan tuntutan terscbul antara lain dapat
dilihat dengan semakin beraninya masyarakat dalam membenkan tanggapan
dan penilaian terhadap pelaksanaan pemerintahan vang tidak sesuai dengan
aturan.

Secara umum terdapat 3 (tiga) pilar utama yang terkandung dalam
suatu pemerintahan yang bercirikan Good Governance yaitu :

1.  Adanya sistem akuntabilitas pada pemenntah vang memadai

2. Adanya sikap transparan dan pemenntah dan stakcholdernya

3. Berkembangnya partisipasi seluruh stakeholder untuk bekerjasama dan
berkoordinast.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel
pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah, dan Peraturan
Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemenntah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi vang dipercayakan kepada
setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan agar setiap instansi Pemerintah di
Kabupaten Solok. termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Solok sebagai unsur Perangkat Daerah Kabupaten Solok memberikan laporan
tentang informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Solok selaku pemberi
mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Disamping itu,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu sarana
evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
yang dapat digunakan sebagai bahan/masukan untuk menmingkatkan kinerja
intsnasi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan



1.2, Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok merupakan unsur
pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi

sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris. membawahi

* Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

* Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bidang Aptika dan Persandian, membawahi :

* Pranata Komputer Muda

¢ Pranata Komputer Ahli Pertama

e Sandiman Ahh Pertama

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :
¢ Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

¢ Pranata Komputer Ahli Pertama

Bidang Pelayanan Informasi Publik, Statistik, membawahi :
¢  Pranata Komputer Muda

o Statistisi Ahli Muda

e Statistisi Ahli Pertama
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Adapun Tugas dan Fungsi dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, sebagai berikut:

a)

b)

c)

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang urusan Komunikasi
dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

Sekretariat

Sekretariat mempunym tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada

semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan,

perencanaan dan kepegawnian serta rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;

2. Pembuatan laporan bulanan, tiwulan, dan laporan akhir tahun,

3. Penyelenggaraan Administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;

4. Penyelenggaraan urusan kevangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan,
pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemenksaan,
monitoring dan pelaporan.

Bidang Aptika dan Persandian

Bidang Aptika dan Persandian memiliki fungsi:

I. Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
daerah;

2. Layanan mfrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK

Pemerintah Daerah:

Layanan Keamanan Informasi e-Government;

Layanan Sisterm Komunikasi intra pemerintah daerah;

Layanan manajemen data dan informasi e-Government:;

Layanan akses internet dan intranet;

Layanan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan suplemen

N SV R

yang terintegrasi;
8. Integrasi layanan publik dan kepemenintahan;
9. Penyelenggaraan ckosistem TIK Smart City;
10. Penyelengaraan Government Chief Officer (GCIO) Pemerintah Daerah;
11. Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah daerah dan Masyarakat;
12. Pengelolaan Data Statistik Sektoral;
13. Layanan Pengelolaan Persandian; dan
14. Pengelolaan metode komunikasi sandi intra.



d)

€)

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik memiliki fungsi:

1.
2.

o e

Merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik:

Monitoring dan pemilihan agenda prointas pemerintah untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemda;

Penyediaan konten lintas sektoral;

Pengelolaan media komunikasi publik:

Fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;

Pelayanan informasi publik: dan

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penvediaan akses
informasi,

Pelayanan Informasi Publik, Statistik

Ly e i e

Pelayanan informasi publik:

Layanan Keamanan Informasi e-Government;

Layanan manajemen data dan informasi e-Government.
Penyelengaraan Government Chief Officer (GC1O) Pemerintah Daerah;
Pengelolaan Data Statistik Sektoral:

1.3. Tugas, Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peratuan
Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagai berikut :

1} Tugas Pokok
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mempunyai tugas memimpin,
mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di
bidang urusan komunikasi dan informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi
Dalam menajalankan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok

mempunyai fungsi, sebagai berikut :

E‘-J

Penyusunan rumusan kebijakan teknis di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika,
Statustk, dan Persandian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang urusan
Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;

Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur TIK di
Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Urusan Komumikasi dan Informatika,
Statistik, dan Persandian;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



1.4. Sumber Dava Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Solok, dibutuhkan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana pendukung yang
memadai.

1) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Solok sampai dengan bulan Desember 2025, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau
pegawai sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) orang dengan nincian 23 (Dua Puluh Tiga) orang
ASN dan 20 (Dua Puluh) orang non ASN. Jumlah Aparatur Diskominfo dapat dilihat pada
Tabel 1.1

Tabel. 1.1.
Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| | Kepala Dinas I 1 0 2,04
2 | Sckretanat 5 -+ 12 16,32 | 8.16
3 | Aptika dan Persandian 7 3 10 1428 | 6,12
4 | Pengelolaan Komunikasi Publik 15 -+ 19 30,61 A.16
5 | Pelayanan Informasi Publik, 4 3 7 816 | 6,12

Statistik, dan GCIO
JUMLAH 34 15 49 6938 | 30,61

Sumber : Bezeting Diskominfo Taftun 2023

Aparatur Diskominfo sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai
Diskominfo sebanyak 49 Orang, terdin dari laki-laki sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) orang
atau 69,38% dan perempuan 15 (Lima Belas) orang atau 30,61%, dimana lebih banyak laki-
laki dibandingkan dengan perempuan. Kondisi ini diakibatkan oleh kondisi kerja di
Diskominfo yang membutuhkan tenaga teknis Khususnya dalam pengembangan teknolog
informasi, infrastruktur jaringan internet dan pembuatan konten video yang umumnya diminati
oleh kaum laki-laki. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi
publik juga membutuhkan aparatur perempuan dalam pembuatan berita karena tingkat
ketelitian yang tinggi. Sedangkan jumlah aparatur Diskominfo berdasarkan golongan dapat
dilihat pada Tabel 1.2.



Tabel. 1.2,
Tabel Data Pegawai Berdasarkan Golongan

I | Kepala ) |
2 Sekretariat 2 | 2 3
3 Aptika dan Persandian T 7
4 Pengelolaan Komunikasi Publik 5 5
5 Pelayanan Informasi Publik, Statistik, dan
GCIO 5 2 7
JUMLAH 2 18 5 25

Sumber : Bezzeting Diskominfo Tahun 20235

Berdasarkan golongan, aparatur Diskominfo didominasi oleh golongan IIT yaitu sebanyak 18
{(delapan belas) orang atau sebesar 72% dan golongan 1V sebanyak 5 (Lima) orang atau sebesar
20% serta PPPK Penuh waktu sebanyak 2 (Dua) Orang atau sebesar 8% dan tidak ada golongan
I dan I pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok. Banyaknya aparatur pada
golongan 111 disebabkan karena masa kerja yang sudah lama dan beberapa aparatur memang
diangkat langsung pada golongan [11. Selain berdasarkan jenis kelamin dan golongan, tingkat
pendidikan juga dijadikan dasar untuk penempatan aparatur Diskominfo. Bukan hanya tinggi
rendahnya pendidikan vang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang
spesifikasi ilmu yang dimuiliki oleh aparatur. Jumlah aparatur Diskominfo berdasarkan tingkat
pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.3,

Tabel. 1.3.
Tabel Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan

T | Pasca Sarjana (S2) 9 36%
Manajemen 4 16%
Chief Information Officer 2 8%
[lmu Komunikasi 2 5%
Komputer | 48,
3 [ Seana(s1) 15 [60%
Komputer 8 32%
Matematika 4 16%
Ekonomi 1 4%
Hukum 1 4%
Pendidikan D
3 | Diploma Tiga (D3) ES A%
Amd 1 4%
JUMLAH 25 100%

Sumber : Bezzeting Diskominfo Tahun 2025



Aparatur Diskominfo berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan
kualifikasi tingkat pendidikannya, aparatur paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1
yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 60%. Tingkat pendidikan vang relatif tinggi untuk
schbagian besar aparatur Diskominfo imi merupakan modal dasar yang penting dalam
peningkatan kinerja Diskominfo sccara umum,

Keberadaan sumber daya manusia serta sumber daya sarana dan prasarana di Diskominfo dapat
memperkuat keberadaan Diskominfo, sebaliknya jika tidak terpenuhi secara optimal juga dapat
menjadi kelemahan yang akan memperlambat tercapainya kinerja. Adapun kekuatan dan

kelemahan Diskominfo berdasarkan sumber daya yang ada dapat dilihat pada Tabel 1.4

Tabel. 1.4,
Ditkoncafs Tabiks 2023

I | Sumber Daya Manusia

a. Berdasarkan jenis kelamin Aparatur laki-laki lebih Beberapa tugas tertentu lebih
mendominasi daripada membutuhkan aparatur
apamtur perempuan perempuan salah satunya

dalam pengerjaan
administrasi perkantoran

b. Berdasarkan golongan Aparatur Diskominfo Aparatur Diskominfo

didominasi oleh golongan 111, | golongan Il sangat terbatas,
sehingga secara kemampuan | sehingga untuk pekerjaon
dalam menjalankan Tugas teknis seperti bendahara,

dan fungsi Diskominfo administrasi perkantoran dan
cukup baik lainnya masih kekurangan
personil
c. Berdasarkan tingkat Aparatur Diskominfo Diskominfo membutuhkan
pendidikan didominasi oleh tamatan S1, | aparatur dengan klasifikas:
sehingga mempunyai pendidikan

kemampuan yang cukup baik | komputer/sandiman untuk
dalam menjalankan tusinva | menunjang pelaksanaan
tusinya, sementara saat ini
aparatur yang ada belum
memenubi dalam
pelaksansan kegiatan,
kalaupun ada jumlahnya
masih sangat terbatas

2 Aset Sudah tersedia sarana dan Beberapa sarana dan
prasarana untuk menunjang prasarana masih kurang,
pelaksanaan s seperti kendaraan operasional
double garden untuk ke
kecamatan vang sulit
dijangkau

Sumber: Diskominfo Kab Solok 2025



2) Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatka Kabupaten Solok. Adapun Rekapitulasi barang dan
inventaris kantor yang tercatat sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat
pada Tabel 1.5

Tabel 1.5
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Diskominfo Tah

e e =

| Kendaraan Dinas Roda 4 4 Uit
2 Sepedn Motor = Unit = &
3 Filling Kabinet Besi 2 Unit - -
4 Mesin Ketik Manual l Unit | - -
5 Mesin Absensi 49 Uit 49 - -
6 CCcTV T3] Uit 16 ~ =
7 Personal Komputer 9 Unit 9 - -
B Laptop/MNotebook 38 Unit 33 - -
9 Tablet 2 Unit 2
10 Mainframe 1 Uit l - -
11 Printer 16 Unit 14 - -
12 scanner 1 Unit i
13 Server 5 Unit 4 - -
14 Router b Unit 9 = =
15 Huh 1 LUnit 1 - -
16 Leman Kayu ] Uit b - -
17 Meja 36 Unit 36 E =
15 Kursi 65 Unit i%] - -
19 Kursi tamu 3 set 3 - -
20 Karpet l Unit | - -
21| AC Window 4 Unit | 3 | - | -
- 22 | Televisi 2 Unit 3 - E
23 Peralatan Studio 14 Paket 18 - -
24 Peralatan studio video dan flm 15 Unit 15 - -
25 Camera Film 4 Uniat 7 - =
26 | Lambang Instansi I Unit I - -
27 Alat Komunikasi Radio 14 Unit T - -
28 Faximile 1 Unit 1 - -
29 Pemancar Radio 5 Unit 2 - -
30 Genset 1 Unit 2 - -
31 Screen Pembatas 3 Unit 3 - -
32 Uninterupted Power Supply 1 Unit 1 -
33 Tool Kit Set 5 Paket 5 -
34 Mesin Pemotong Rumput | Unit 1 - -
35 | Lemarn Es I — Un | 1 x| =
36| Rak Piring 1 Unit l ;
37 Tangga | Unit | - -
38 Layar Projector 1 Unit l - -
39 Stabilizer | Unit | = =
40 PerangkatWili 2 Uit o - -
JUMLAH 36 e

Sumber :Rekapitulasi Asvet DiskaminfoValm 2025



3)

4)

Keuangan

Anggaran (belanja langsung) vang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagian besar berasal dari APBD Daerah
Kabupaten Solok. Rincian anggaran yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok adalah seperti tabel dibawah ini;

Tabel 1.6
Anggaran Belanja Diskominfo Kabupaten Solok
Tahust Anggaran 2025

1 | APBD | Rp. 9.713.882.308,00 100%

Total Rp. 9.713.882.308,00 HH) %
Sumber: APBD Kab. Solok 2025

Sumber dana APBD Diskominfo Kabupaten Solok sebesar Rp. 9.713.882.308,00 (Sembilan
miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah)
terdin dari belanja operasi dan belanja modal. yang mana belanja tersebut berasal dan APBD
yaitu scbesar 100%. Anggaran APBD digunakan untuk membiaya 3 Program, 9 Kegiatan dan
26 Sub kegiatan.

Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Isu-1su strategi berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah adalah kondisi atau
hal yang harus dikedepankan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, karena
dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Dacrah dimasa vang akan datang. Suatu kondisi/
kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan berbagai faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Kominfo, maka
dapat disampaikan beberapa  isu-isu strategis  dalam  rangka peningkatan peranan
pengawasan antara lain:

I. Belum optimalnya penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika;

2, Kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik yang terbaharukan
(ferupdate) dan benar adanya serta dapat dipertanggungjawabkan;

3. Semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat
dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE;

4. Belum optimalnya penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah;

5. Masih rendahnya keamanan komunikasi dan informasi daerah.
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Belum optimaloya

Tabel 1.7,
Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Eﬁh

Belum optimalnya integrasi

‘Belum optimalnya pengembangan Sistem

penyelenggaran Sistem sistemn aplikasi. Aplikasi Pemerintah Pusat dengan
Pemerintahan Berbasis Pemerintah Dacrah.
Elektronik Pernanfiatan sebagian Masih Rendahmyn penyusunan regulusi
aplikasi belum diiringi untuk peman fatuan aplikasi.
dengan penyusunan regulas
yang relevan.
Masih adonya dacrah Kontur Wilayah Kabupaten Solok yang
Blankspor berbukit-bukit sehinggn susahnya
pengembangan pembangunan menir
telekomunikasi dan jangkauan jaringan
intermet.
Belum optimalnya Masih kurangnya sarana dan | Masih rendahnya komitmen Pemerintah
Penyebarluasan Informasi | prasarana penycbarluasan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana
Publik informasi untuk penyebarluasan informasi
Belum optimalnya Belum aptimalnya Belum optimalnya pengembangan sistem
Penerapan Satu Data ketersedisnn dan aplikasi penyedizan data statistik sekitoral
Indonesia pemanfuntan dots swtistik
sektoral dan lemahnya
validasi data ::Ji;fnrmnsi masih rendahnya pemushaman beberapa OPD
perencanaan pembangunan | yan0 1elgh menyampaikan datanya sendiri
berbasis elektronik sant dilakukan verifikasi dan validasi
Belum optimalnya layanan Masih rendahnya penyampaian data oleh

data dan informasy statistik
sektoral.

OPD vang dikumpulkan oleh Diskominfo

Sistem informasi dan
komunikas: belum
memilikl sistem keamanan
persandian

Belum ada regulasi yang Masih terbatasnya SDM pengeloln
mengatur lentang keamanan | keamanan informasi dan persandian
komunikasi dan informasi schingga belum tersedianya regulasi tentang
keasmanan komunikasi dan informatika
Masih rendahnya kesadaran | Masih rendahnya pengerahuan aparatur dan
aparstur mavpun masyeraknt | masyorakal tentang keamonn mformas:

wknn pentingnya keamanan
informasi (security

awarness)

Belum optimalnya Musih terbatasnys kemampuan SDM dalam
Furnerabiiity Asessment melaksanakan pengamanan informasi, serta
{VA) pengaman nformas masih rendohnye penyvedisan sarna dan
bark jaringan maupun prasarang untuk pengamanan miomas: baik
aplikasi. jaringan maupun aplikasi

Sumber: Dinas Kominfo kab.Solok 2025
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BAB II
PERENCANAAN KINERIJA

2.1. Rencana Strategis 2025-2029

Rencana program/'kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika 2025 — 2029, Rumusan Rencana Strategis tersebut kemudian dijabarkan
ke dalam rincian kegiatan tahunan dalam kurun waktu 2025-2029 dan direalisasikan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam pengelolaan Informasi dan Telematika
terutama mendukung kegiatan-kegiatan vang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Solok.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Begitupun dengan
Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 mempunyan fungsi strategis sebagai berikut :

1.

Sebagar panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo dalam jangka 5 (lima) tahun
ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah:

Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Diskominfo:

Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Diskominfo agar pelaksanaan pembangunan
jangka menengah dan tahunan mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang
tertuang dalam RPIMD;

Perjanjian Kinerja Kepala Diskominfo dengan Kepala Daerah; dan

Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan scsual tugas pokok dan fungsi
Diskominfo.

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok tidak terlepas dan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok yvang
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daersh (RPIMD) Kabupaten
Solok Tahun 2025-2029. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupat Solok terpilih periode tahun
2025-2029, yaitu:

“Terwnjudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyvarakat Madani Nan Sejahtera”

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah terpilih merupakan arah yang akan
dilaksanakan dalam pembangunan di Kabupaten Solok pada masa depan daerah vang ingin
dicapai dalam periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang telah ditetapkan diatas,
maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Solok 2025-2029 sebagai berikut:

12



mlu | ¢ | Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani

Mewunjudkan Sumber Daya Manusia yvang Berkualitas dan Berdaya Saing Global

Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya

Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagarn

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dengan
Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah Terpilih, terfokus pada Misi ke |
(empat) yaitu “Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani®.
Berpedoman pada Visi dan Misi, maka sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Solok bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-
program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian
program prioritas utama.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

1.

Tujuan

Tujuan Merupakan kondisi atau hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, melaksanakan Misi Kepala daerah
dan Wakil Kepala Daerah, memecahkan permasalahan pembangunan daerah dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Solok merupakan implementasi dari visi dan misi Bupat dan
Wakil Bupati Solok sesuai RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok vaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan
Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian yang bertujuan untuk mendukung
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2025-2029, maka Dinas Komunikasi
dan Informatika mempunyai tujuan antara lain "Mewujudkan layanan digital,
pengelolaan data serta informasi Publik yang aman, andal dan tenintegrasi™
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2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (ourcome)
program Perangkat Daerah. Sasaran tersebut diformulasikan secara SMART, vaitu:
Specific: Dapat diidentifikasi dengan jelas. Measurable: Jelas dan terukur, Achievable:
Dapat dicapai sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan sumberdaya yang ada, Relevant:
Ada keterkaitan antara target dengan tujuan, Time Bond: Ada jadwal wakwu/periode

pencapalan.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Solok tahun 2025-2029, sebagai berikut :

a.  Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital
b. Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
L=

. Meningkatnya keamanan informasi
d.  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai Peraturan Mentent Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, dan Rencana Kena pemenntah Dacrah,
pada ketentuan umum pasal |, disebutkan bahwa :

s Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan
daerah/perangkat dacrah untuk mencapai sasaran.

s Arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah
yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok merupakan
langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati Solok vang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program
prioritas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Strategi Diskominfo
sccara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1,

Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi

Terwujudnya Pemerintahan Yang Melavan Menunju Masyarakat Madam Nan
Sepahiera

Misi |

Mewujudkan Smart Government dan Berintegitas Dalam Melayami”

Tujuan

Sasaran

Strategi

Mewujudkan
layanan  digital,
pengelolaan  data
serta informasi
Publik yang aman,
andal dan
terintegrasi

Meningkatnya
transformasi layanan

publik
digital

berbasis

—_

g 2

10.

1.

12

13.

Penyusunan arsitektur  SPBE  vang menjadi
pedoman dalam digitalisasi

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik
yang efektif dan efisien berbasis elektronik
Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam
pemanfaatan [T

Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas
pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan
SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di
dalam dan antar instansi pemerintah  daerah
Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi
tentang Penyelenggaraan SPBE  Meningkatkan
kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi
SPBE)-  Meningkatkan  aksesibilitas  dan
responsivitas  layanan kepada masyarakat.-
Tersedianya layanan publik yang terintegrasi
Memberikan pelatihan dan dukungan khusus
untuk komunitas yang membutuhkan.
Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas
antar layanan untuk pertukaran informasi yang
lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP
untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya
Government System Bus yang handal.

Sinergitas kegiatan pembangunan TIK
Intensifikasi literasi digital masyarakat
Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di
daerah terpencil

Pembangunan TIK  vang  mengdepankan
mklusifitas dan pemerataan layanan TIK
Sosialisasi untuk peningkatan hterasi digital di
lingkungan bisnis dan sektor publik

Peningkatan ketersediaan dan kualitas
infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah
terpencil dikabupaten

Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan
penggunaan TIK

Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang

memiliki  keterbatasan akses TIK seperti
penvandang  disabilitas dan  masyarakat
berpendapatan rendah
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Meningkatnya

. Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan

keamanan informasi

layanan statistik dan evaluasi kebijakan
yang akurat dan | 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan statistk
dapat diandalkan scktoral
3. Penguatan statistik sektoral sesum prinsip satu
data indonesia
Meningkatnya Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan

privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi
keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan
perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit
Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) -
Penguatan ckosistem digitalisasi pelavanan publik

Meningkatnya Peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan
Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efeknf
Kinerja Dinas
Komunikasi dan
Informatika
Strmber: Diskominfo Kab Solok talun 2023
Tabel 2.2
Tekni merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
No Operasional NSPK Arah Kebijakan Arah Kebijakan Rensra PD | Ket
RPIMD
Meningkatnya kualitas tata kelola | Meningkatkan 1. Mengoptimalkan

pemenntahan

aksesibilitas,
clektifvitas , efisiensi,
transparansi dan
akuntabilitas dalam
penyelenggaraan
pemerintahan

pemanfaatan teknologi
informasi dan
komunikasi dalam
pencapaian kinerja

2. Memanfaatkan big data

analisis dalam
perencanaan dan
evaluasi kebijakan

3. Meningkatkan akses

mformasi dan kebebasan
berpendapat,
berkeyakinan dan
berekpresi, dan serta
memastikan
perlindungan terhadap
kebebasan berkeyakinan
dan hak-hak asasi

manusia.

Meningkatnya kualitas pelayanan

publik

Meningkatkan kualitas
keterbukaan informasi
publik dalam

penyelenggaraan
pemerintahaan dan
pembangunan daerah

l.  Meningkatkan

aksebilitas layanan
publik yang berkualitas,
inklusif dan
berkelanjutan -
Penguatan akses
pelayanan publik

2, Mengoptimalkan

pengelolaan media baik
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internal maupun
eksternal

' Meningkatkan
implementasi layanan
berbasis digital

1. Meningkatkan

kreativitas perangkat
daerah dalam
pemanfaatan 1T

. Ekspansi Layanan

Publik:- Penguatan
kapasitas pengelolaan
dan sistem koordinasi
pelaksanaan SPBE
untuk membangun
SPBE vyang terpadu di
dalam dan antar
instansi pemerintah
daerah Kabupaten
Solok
Menyempurnakan
regulasi tentang
Penyelenggaraan SPBE
Meningkatkan
kapasitas
penyelenggara SPBE
(Tim Koordinasi
SPBE)- Meningkatkan
aksesibilitas dan
responsivitas layanan
kepada masyarakat.-
Tersedianya layanan
publik yang
terintegrasi
Memberkan pelatihan
dan dukungan khusus
untuk komunitas yang
membutuhkan.

. Keamanan Data:

Memperkuat keamanan
data dan privasi
melalui penerapan
kebijakan dan
teknologl keamanan.
Mengintegrasikan
sistem enkripsi dan
perlindungan data.
Melakukan Audit TIK
(Audit Aplikasi, Audit
Infrastruktur dan Audit
Keamanan) -
Penguatan ekosistem
digitahisasi pelayanan
publik
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4. Meningkatkan
Sinergitas kegiatan
pembangunan TIK

5. Meningkatkan
Koordinasi
pengentasan daerah
lemah sinyal di daerah
terpencil

6. Meningkatkan
Pembangunan TIK

vang mengdepankan
inklusifitas dan

pemerataan layanan
TIK

7. Sosialisasi untuk
peningkatan literasi
digital di lingkungan
bisnis dan scktor
publik

8. Meningkatkan
ketersediaan dan
kualitas infrastruktur
pendukung TIK
termasuk di daerah
terpencil dikabupaten

9. Mengidentifikasi
kesiapan publik untuk
penerimaan dan
penggunaan TIK

1.2, Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA 2025-2029
DINAS KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA

Mewujudkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia
layanan digital, | (Indeks) 49.04
pengelolaan  data |
serta informasi
Publik yang aman,
andal dan
terintegrasi
2, Meningkatnya | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar 0
transformasi Pemerintah (Poin)
layanan publik
berbasis digital |
Meningkatnya | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2,09
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layanan  statistik | (Poin)

yang akurat dan

dapat diandalkan |

Meningkatnya | Indeks SPBE (terkait keamanan)
keamanan informasi | (Indeks)

Meningkatnya " Nilai SAKIP Perangkat Dacrah (Nilai) 75
Akuntabilitas
Kinerja
Komunikasi
Informatika |
Stember: Renstra [iskominfo Kab. Selok 2023-2029

3,67

Dinas
dan

Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA 2021-2026
DINASI{MNI DAN INFA.TIKA

e

L Meningkatnya | Persentase Masyarakat vang menjadi Persen
Pelayanan sasaran penyebaran Informasi Publik, 81
Informasi dan mengetahur kebijakan dan program
Komunikasi Publik | prioritas Pemerintah Daerah
Terwujudnya | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Nilai 80
keterbukaan
mformasi

publik :

Meningkatnya Tata | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Indeks 32
Kelola Elektronik (SPBE)

Pemerintahan

Berbasis

Elektronik

Terwujudnya | Persentase Layanan Publik yvang Persen RS
Layanan Publik | diselenggarakan secara Online dan

yang Terintegrasi

diselenggarakan

secara Online dan

Terintegrasi .

Terwujudnya - Persentase perangkat dacrah yang Persen 100
penyediaan data | menggunakan data statistik dalam

statistik menyusun perencanaan dan evaluasi

sektoral untuk | Pembangunan Daerah

perencanaan  dan

evaluasi

pembangunan

daerah

Terwujudnya | Persentase Indeks KAMI Persen 40
penyelenggaraan

persandian  untuk

pengamanan

informasi

dan komunikas: {

2. Meningkatkan - Nilai Akuntabilitas Kinerja Nila1 B3
akuntabilitas  dan |
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kinerja
_birokasi

kelola organisasi

Meningkatnya tata Indeks Kepuasan Aparatur

Indeks

Swmber: Rensira Diskominfo Kab, Salok 2021-2023

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tingg kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen

tersebul memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran
atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja awal tahun 2025 pada

tabel berikut:
Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KDMUI‘E[I\'J}?[ DAI\;EFDRM}IW _

L. | Meningkatnya Persentase Penduduk Umur 15 - 64 Tahun

Keterbukaan yang Mengetahui Informasi Pembangunan 81

Informasi Publik Dacrah

Nilai Keterbukaan Informasi Publik 86

2. | Meningkatnya Indeks SPBE 3.50

Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2,08

Sistern Indeks KAMI 1.85

Pemernntahan

Berbasis  Elektronik

(SPBE)

Sumber; Renstra Diskominfo Kab, Salok 2023-2029

2.4  Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Program, kegiatan dan subkcgiatan yvang mendukung sasaran strategis Dinas Komunmikasi
dan Informatika Kabupaten Solok yaitu :
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TABEL 2.6

PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2025
SESUAI RENSTRA 2025-2029
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

] —

Indeks Masyarakat St
layanan  digital, | Digital Indonesia SO
Pé’; gelolaan gda[a ([I.‘f:l cks) Komunikasi Puhlik 3.201,384.240
serta  informasi
Publik yang aman,
andal dan
terintegrasi
2. Meningkatnya Nilai Indeks Program Pengelolzan
transformasi Transformasi Digital Splileasiclofommatio 2,509,570,375
layanan  publik | Pilar Pemerintah (Poin)
berbasis digital
3 Meningkatnya Indeks Pembangunan Program Penyelenggaraan
layanan  statistik | Statistik (IPS) (Poin) Stanistik Scktoral 53,702,369
yang akurat dan
dapat diandalkan
4. Meningkatnya Indeks SPBE (terkait Program Penyelenggaraun
keamanan keamanan) (Indeks) Persandian Untuk 44,160,188
7 : Pengamuanan Informasi
informasi
5. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Program Penunjang
Akuntabilitas Daerah (Nilai) Urusan 3,905,065,136
Kinerja Dinas Pemerintahan Daerah
Komunikasi dan Kabupaten/ Kota
Informatika
Total 9.713.882.308

Sumber: Rensira Diskominfo Kab, Sofok 2025-2029

21




_ NO | SASARAN STRATEGIS

Tabel 2,7

PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2025

SESUAI RENSTRA 2021-2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

L. Meningkatnya Pelayanan Persentase Maayumkat yang l‘[lCI]jEIdI Program
Informasi dan sasaran penyebaran Informasi Publik, ;T{Eil::i‘{:ﬂ[;m
Komunikasi Publik mengetahui kebijakan dan program Komunikasi Publix | 2120 -84.240

prioritas Pemerintah Daerah

Terwujudnya keterbukaan | Nilai Keterbukaan Informasi Publik
mnformasi
publik
Meningkatnya Tata Kelola | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis | Program
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pengelolaan 2,509,570,375
Elektronik o
Terwujudnya Layanan Persentase Layanan Publik yang
Publik vang disclenggarakan secara Online dan
diselenggarakan secara Tenntegrasi
Online dan
Terintegrasi
Terwujudnya penyediaan | Persentase perangkat dacrah yang Program
data statistik menggunakan data statistik dalam Pemyclenggamm 53,702,369
sektoral untuk menyusun perencanaan dan evaluasi S Sekion
perencanaan dan evaluasi | Pembangunan Daerah
pembangunan daerah
Terwujudnya Persentase Indeks KAMI ;ﬂJ'EJ‘ﬂJm
penyelenggaraan enyelenggaraan 44,160,188
persandian untuk i:;ﬁ::::ﬁlnm
pengamanan informasi o
dan komunikasi

2. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Program
akuntabilitas dan kinerja Penunjang 3.905,065.136
birokasi Urusan
Meningkatnya tata kelola | Indeks Kepuasan Aparatur Pemerintahan
organisasi Daerah

Kabupaten/ Kota
Total

9. 713.882.308

Sumber:Renstra Diskominfo Kab, Selok 2021-2023
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3.1

BAB 111
AKUNTABILITAS KINERJA

Rencana Strategis 2025-2029
Pada Renstra 2025-2029 terdapat 5 Sasaran Strategis vang sudah dijelaskan pada bab

sebelumnya, dalam rangka mewujudkan sasaran, ditetapkan 5 indikator kinerja sebagai tolak ukur
untuk menilai Tingkat pencapaian sasaran tersebut.

1.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
Pengertian
Indeks Masyarakat Digital (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan
keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari
maupun terkait pekerjaannya. Survey IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022, dan kembali
dilaksanakan di tahun 2023.
Formulasi
1. Metode Kuantitatif
Survey kepada responden dilakukan secara tatap muka melalui penyebaran kuesioner
2. Lokasi Survey
Dilaksanakan di Kabupaten Solok
3. Responden
Terdiri dari responden individu dan responden industri
4. Tools
Pelaksanaan menggunakan computer-assisted personal interviewing (CAP)

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3.1
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia
| II\'[DT;] 45 04 52,66 107,38

Sumber ; hups:Smdi sdmedigial. id

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tercapai, dimana
pada Tahun 2025 target Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) target 49,04 dan terealisasi
sebesar 52.66 dengan capaian kinerja sebesar 107,38 persen.
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B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu serta target jangka menengah vang terdapat dalam Renstra

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Solok Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
Sebesar 52,66 dengan capaian 107,38 persen. IMDI belum bisa dibandingkan dengan tahun
sebelumnya karena ini merupakan indikator baru pada Renstra 2025-2029. Jika dibandingkan
dengan target akhir Renstra (Tahun 2030) maka capaian kinerja sebesar 92,74 persen.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2025 dengan Provinsi
Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

T et TI T - e — i T 1
b 5 TN 14 =1 1y 7, E B
- 1nae) varngat Ineial Lo L s s il
s = . [ 4
¥ f |

er: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2025

Su

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Solok
Tahun 2025 scbesar 52,66 berada diatas Pemenntah Provins: Sumatera Barat dan Nasional.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan hambatan
kegagalan/penurunan Kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendapatkan capaian Indeks Masyarakat Digital
Indonesia (IMDI) vang tinggi, Kabupaten Solok Tahun 2025 didukung oleh Adanya kolaborasi
antara pemerintah daerah dengan provider



E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel 3.4

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber dava

(%)

(%e)

Realisasi (Rp)

Indeks
Masyarakat
Digital
Indonesia
(IMDI)

49,04

31.66

107,38

Program
pengelolaan
informasi
dan
komunikasi
publik

541.549.328

456,640,658

8432

PROGRAM
PENGELO
LAAN
APLIKASI
INFORMA
TIKA

102,231,520

93,861,647

91L.E1%

PROGRAM
PENYELEN
GGARAAN
PERSANDIA
NUNTUK
PENGAMA
NAN
INFORMASI

44,160,188

41,250,764

9341

Rata-rata capaian

10738

Total
Anggaran

6H7.941.036

591.753.069

B6,01

Tingkat Efisiensi 13,99%

Tingkat Efektivitas 124.84%

Pada tabel 3.4 Indikator Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tingkat efisiensinya scbesar 13,99%
dan tingkat efektifitasnya 124, 84% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 687.941.036,- dan realisasi anggaran
sebesar Rp. 591.753.069,- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektfitas pada Indikator IMDI adalah
karena adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan provider.
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F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target Kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut

. Melaksanakan kerjasama dengan Provider dalam pengentasan daerah blankspot

2. Meclaksanakan audit teknologi informasi secara berkala terhadap nfrastrukwr IT
lingkungan pemenntah Kabupaten solok

3. Pemenntah kabupaten solok sudah melaksankaan literasi digital kepada UMKM, sckolah
dan [ain-lain

4. Pemerintah daerah telah melaksanakan transformasi dari system manual ke layanan digital
yang terintegrasi

-

AN

—
Q.

1F'.

Gambar © Peresmian Tower di Tige Lirah

Tabel. 3.5
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
Program Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Lo 456,640,658 | 3432
I
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi |
Publik Pemerintah Daerah 541.549.328 56.64 84.32
Kabupaten/Kota 4 o
1.3 | Penyusunan Konten 541.549.328 456.640.658 | #4372
PROGRAM PENGELOLAAN 102,231,520
APLIKASI INFORMATIKA 93861647 | 9181 |
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Pengelolaan E-government di Lingkup 102,231,520 et

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 93,861,647

Pembangunan dan‘atau Pengembangan
Aplikasi Khusus yang sesuai dengan 102,231,520 93,861,647 | 91.81
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
Pemernintah Daerah

PROGEAM PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 44.160.188 41.250.764 93.41
INFORMASI =
Penvelenggaraan Persandian uniuk
Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 44,160,188
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah
Dacrah Kabupaten/Kota Berbasis Elckironik dan 44,160,188 41,250,764 9341
Mon Elektromk o
Sumber: Laporan Fisik dan Kenangan Diskominfo Tahun 2023

41,250,764 | 24

2. Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah
Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) pilar pemerintah adalah instrumen pengukuran
komprehensif, diamanatkan dalam RPIMN 2025-2029 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital
(Komdigi), untuk mentlai sejauh mana instansi pusat dan dacrah memanfaatkan teknologi guna
efektivitas layanan publik, tata kelola (SPBE), serta cfisiensi birokrasi

Formulasi Indeks Transformasi Digital (ITD) Pilar Pemerintah mengukur sejauh mana instansi
memanfaatkan teknologi digital untuk pelayanan publik, tata kelola, dan kepercayaan masyarakat.
Pengukuran tahunan oleh Kemenkomdigi (lagging | tahun) ini mencakup 104 indikator, memotret
tahap fondasi, adopsi, dan akselerasi (skala 0-100).

Komponen Utama Formulasi Pilar Pemerintah:

« Tata Kelola Digital: Evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), manajemen data,
dan integrasi kebijakan (Satu Data Indonesia).

« Layanan Publik: Tingkat digitalisasi pelayanan langsung kepada masyarakat dan efisiensi
birokrasi.
Budaya Digital: Kesiapan SDM/aparatur sipil negara (ASN) dalam mengadopsi pola pikir digital.

« Infrastruktur & Keamanan: Ketersediaan sarana TIK dan tingkat keamanan siber dalam layanan
pemerintah.

Pengukuran ini menjadi acuan dalam RPIJMN 2025-2029 untuk memacu transformasi digital di
tingkat nasional maupun daerah

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah
Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :
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Tabel 3.6
Indeks Transformasi D_ig_i_tal I_‘I'I_ar Fllmi!l"!_l_ltﬂh

ndeks Transformasi Digital Pilar 0 NIA N/A
I Pemerintah

.’i'-!.n'.i;:.'.’:i:zr = !jrﬁu.t Eumum’ir.iﬁ-&u-n f!;ﬁ:lnnaniﬂ
Berdasarkan tabel 3.6 dapat dilihat bahwa Tahun 2025 Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar
Pemernintah belum memuiliki target dan realisasi karena belum ada penilian dari pusat (Komdigi)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Pengertian Indikator :

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai
kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penvelenggaraan Statistik
Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penvelenggaraan statistik pada instansi
pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis
melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat
kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang
menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi
pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga
disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi
Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah.Disamping itu, IPS juga dapat menjadi
ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik dh
tingkat pemerintahan daerah.

Formulas: indikator :

r
indeks Pembongunan Statistik = zﬂ'n«hut Domaing = Nilnl Domailng

5}

Dimana:

K adalah banyaknya domain penilaian

Bobot Domain k adalah nilai indeks domain ke — k;
Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke- k;

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Pencapaian Indikator Indek Pembangunan Statistik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagm
berikut:

Tabel 3.7
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
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| [nd k Pembangunan Statisuk (IPS) 209 2,08 04,52

Sumber : bidang statistik dan GCIO Dinas Kominfo

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa target Indek Pembangunan Statistik (IPS) 2.09
realisasi sebesar 2,08 capaian 99,52 persen.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra
Tabel 3.8
Perkembangan Indek Pembangunan Statistik (1PS)

Sumber: Dinas Haqufn kab. Salok tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dilihat bahwa Realisasi Indek Pembangunan Statistik (IPS) tahun
2025 sama dengan tahun sebelumnya namun capaiannya mengalami penurunan karena adanya
kenaikan target.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Indek Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat
dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Indek Pembangunan Statistik (1PS)

Sumber: Dinas Kominfo Kab Solok Tahun 202

Dari tabel 3.9 dapat dilihat bahwa nilai Indek Pembangunan Statistik (IPS) kabupaten solok Tahun
2025 scbesar 2,08 berada dibawah Pemermtah Provinsi Sumatera Barat yaitu 2,87 dan Nasional
sebesar 2.35.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan hambatan
kegagalan/penurunan Kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indek Pembangunan Statistik
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(IPS) Kabupaten Solok Tahun 20235 terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan serta solusi
schagai berikut sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

1} Pemenntah kabupaten Solok sudah menerapkan Aspek Standar Data Statistik, Metadata
Statistik, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi dan/atau Data Induk sudah dilakukan
oleh seluruh produsen data sesuai dengan Peraturan Bupati Solok No 27 Tahun 2021 tentang
SDI Tingkat Daerah yang memuat tentang Penerapan Prinsip SDI di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Solok.

2} Penerapan Proses Bismis Statistik di Pemernntah Kabupaten Solok pada aspek penyebarluasan
data terkait diseminasi data sudah baik.

3) Penerapan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel Terkait Penerapan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Bidang Statistik sudah dilakukan secara menyeluruh.

4) Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik Terkait penggunaan data statistik dasar untuk
perencanaan, monitoring dan evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan serta terkait
penggunaan data statistik sektoral untuk perencanaan, monitoning dan evaluasi dan/atau
penyusunan kebijakan telah dilakukan oleh produsen data bersama wali data scsua
kepentingan Pemerintahan Kabupaten Solok.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber dayva

Tabel. 3.10
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Dava

' :: % Program | Pagu (Rp) (®Rp) %
L 209 | NA | NA | Progmm
Pembangunan penyelenggar 53,702,369 SLIBLIOD | 95.31%
Statistik (IPS) aan statistik
sektoral
Rata-rata capaian N/A | Total
SI.IBL.100 | 95.31%
Anggaran 53,702,369
Tingkat Efisiensi 4,69%
Tingkat Efektivitas 0%

Berdasarkan pada table 3.10 dapat dilihat pada Indikator Indek Pembangunan Statisuk (IPS)
tingkat efisiensinya sebesar %o dan tingkat efektifitasnya 0 % dengan pagu anggaran sebesar Rp.
§3,702,369,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.181.100,- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi
dan efektfitas pada Indikator Indek Pembangunan Statistik (IPS) didukung oleh sumber daya
manusia (SDM) vang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.
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F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target Kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Indek Pembangunan Statistik terdapat Program dan

Kegiatan schagai benkut :

1. Melaksanakan Rapat Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Publikasi Kab.Solok Dalam
Angka

Gambar . Rapat Forum Grap Disscusion (FGD) Penyusunan Publikasi Kab Solok Dalam Angka
2. Melaksanakan Coaching Clinik Penyusunan Metadata Statstik Sckioral

Crambar » Kegiatan Coaching Cilinie Penviisurian Metadata Statistik Sektoral

3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Metadata Statistik Sektoral ke OPD

Gambar : Persiapan evaluas) Fi"ﬂ:‘l-'t-‘n‘i'ﬂj‘,'gﬂ-":‘.'“ﬂ Statistik Sektoral (EPPS)

Tabel. 3.11
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

97.03
Program penyelenggaraan statistik 53.702.369
sectoral SL181.104
Penyelenggaraan statistik sektoral Lo
SLISLI0D
: dilingkup daerah Kabupaten/ Kota N6
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik 97.22
Scktoral 9,349,764 9,089,700
i1 Penyelenggarnan Statistik Sckioral yang sesuai 94.90
" | dengan Prinsip Satu data Indonesin 44,352,605 42,001,400 '

Sumber: Laporan Fisik dan Kewsangan Diskominfo Talhun 2025

4. Indeks SPBE (terkait keamanan)
Indeks SPBE (terkait keamanan) adalah sebuah ukuran vang digunakan untuk menilai tingkat kematangan
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dan efektivitas penerapan aspek keamanan dalam penyelenggaraan SPBE. Ini mencakup penilaian terhadap
kebijakan, tata kelola, manajemen, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam konteks
keamanan. Indikator terkait adalah: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan
Informasi, Tingkat Kematanpan Pencrapan Munajemen Keamanan Informasi, Tingkat Kematangan
Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

Formulasi _

Indeks SPBE (terkait keamanan) = 3 Indikator SPBE terkait keamanan

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Indeks SPBE (terkait keamanan) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.12
scbagai berikut:

Tabel 3.12
Indeks SPBE (terkait keamanan

3.67 3.67 100

Sumber : Laporan Hasil Prmantawan SPBE Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.12 dapat dilihat bahwa target Indeks SPBE (terkait keamanan) 3,67 realisasi
3,67 dan capaian 100 persen dengan nilai Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen
Keamanan Informasi 5, Tingkat Kematangan Pencrapan Munajemen Keamanan Informasi 3, dan
Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE 1.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu serta target jangka menengah vang terdapat dalam Rensira
Tabel 3.13
Indeks SPBE keamanan)

Sumber: Dinas Kominfo kab. Solok tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.13 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks SPBE (terkait keamanan) 3,67
dengan capaian scbesar 100 Persen, tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan target akhir RPIMD (tahun 2030) sebesar
5 maka capaian kinerja sebesar 73.4.

C. Perbandingan antara realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi
dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat



Perbandingan Indeks SPBE (terkait keamanan) Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan
Nasional dapat dilihat pada tabel 3.14 di bawah i :

Tabel 3.14
Indeks SPBE (terkail keamanan)

1 | Indcks SPBE (terkait NIA N/A 3.67
keamanan)

Sumber: Dinas Kominfo Kab Solok Tahun 2023

Dari tabel 3.14 dapat dilihat bahwa Indeks SPBE (terkait keamanan) Kabupaten Solok Tahun 2025
sebesar 3,67 sementara untuk nilai Provinsi dan Nasional belum tersedia.

D. Analisis pendukung atau penyebab Keberhasilan peningkatan dan hambatan
kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks SPBE (terkait keamanan)
Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa hambatan serta solusi sebagai berikut sebagai
berikut:

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel. 3.15
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Dava
Indeks SPBE | 367 3,67 100 | Program 20229.118 | 19.176.080
(terkait aplikasi
keamanan) informatika M4.79
Rata-rata capaian 100 | Total 20.229.118 19.176.080 94,70
Anggaran :

Tingkat Efisiensi 5.21%
Tingkat Efektivitas 105 49%

Berdasarkan pada table 3.15 dapat dilihat pada Indikator Indeks SPBE (terkait keamanan) tingkat
efisiensinya sebesar 5,21% dan tingkat efektifitasnya 105.49% dengan pagu anggaran sebesar Rp.
2.509.570.375,~ dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,471,156,937,- Keberhasilan dan peningkatan
elisiens: dan efekifitas pada Indikator Indeks SPBE (terkait keamanan) didukung oleh sumber daya
manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.
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F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target Kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Indeks SPBE (terkait keamanan) terdapat Program dan
Kegiatan sebagai berikut :

*  Melaksanakan rapat tindaklanjut hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) Tahun 2024.

=  Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan evaluasi Sistem Pemenintah Berbasis Elektromk
(SPBE) Tahun 2025



Crambar © Rapat Persiapan Peloksanaan Evaluasi SPRE Talhwn 2025

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Indek Sistem Peminintah Berbasis
Elektronik (SPBE) di Kabupaten Solok adalah

Tabel. 3.16
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

20.229.118 19.176.080
Program aplikasi informatika 94.79
| Fengelvniaan E-government di Lingkup 20.229.118 19.176.080 | . -,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
L1 Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di 20.229.118 19.176.080 | 5, -y
"~ | Lingkungan Pemda )

Sumber: Laporan Fisik dan Kevangan Duskominfo Tahun 2025

5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pengertian Indikator :

Nila1 SAKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) vat
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang), Inspektorat dan Bagian Organisasi
Setda terhadap Dokumen Perencanaan OPD

Formulasi indikator :

Hasll reviu aknmulas! penilajan terbadap seluruh
komponen managemen kineija

Penilaian ini didapat berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat yang terdin

dar 4 (¢empat) komponen yaitu
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1) perencanaan kinerja

2) pengukuran kinerja

3} pelaporan kinerja

4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Dari hasil Penilaian tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mendapat
nilai 70,05 dengan kategori BB atau sangat baik. Dengan kategori sebagai berikut :

~ Tabel 3.17
_Kategori Ni nnhhilitis Kiner a

=40-100 Sangat Memuaskan

1 AA

2 A =>80-90 Memuaskan

3 BB =T0-80 Sangat Baik

4 B >60-70 Baik

5 cC =>50-60 Cukup(Memadai)
f C =30-50 Kurang

7 D 0-30 Sangat Kurang

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Dacrah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3,18 sebagai
berikut;

Tabel 3.18
Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 73 7440 99.2

Sumber ; Hasil Evaluast LKAP oleh Inspektorar Tahun 20235

Berdasarkan tabel 3.25 dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025
tidak tercapai, dimana pada Tahun 2025 target sebesar 75 dan terealisasi sebesar 74,40 dengan
capaian kinerja sebesar 99,2 persen.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

36



Tabel 3.19
Perkembs ngar Nilai SAKIP Peran - t Daerah

LT

'm;r.r Kfn_ﬁa kab. Solok tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.19 dapat dilihat bahwa Realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun ini
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dan realisasi tahun ini
dibandingkan dengan target akhir RPIMD (Tahun 2030) sebesar 74,40 dengan target 81 dan
capaian kinerja sebesar 91.85 persen.

C. Perbandingan antara realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan
Nasional dapat dilihat pada tabel 3.20 di bawah ini :

Tabel 3.20
Perbandingan Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sumber- Dinas kaminﬁ:- Kab.Solok Tahun 2023

Dari tabel 3.20 dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo Kabupaten
Solok Tahun 2025 sebesar 74.40, untuk perbandingan nilai akuntabilitas kinerja dengan provinsi
dan nasional belum tersedia.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan  peningkatan dan  hambatan
kegagalan/penurunan Kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor
pendukung dan hambatan serta solusi sebagai berikut sebagai berikut:

I. Faktor Pendukung
. Dokumen rencana kinerja tahunan telah memenuhi kriteria penyusunan dokumen
perencanaan.
¢ Tercapainya pemenuhan dokumen Renstra, Kualitas Renstra dan implementasi renstra.
e Informasi kinerja telah dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan dan perbaikan kinerja
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2. Faktor Penghambat

e Rencana Aksi belum memuat Langkah-langkah nyata dalam pencapaian target

* Dalam pengukuran Kinerja belum memiliki SOP

3. Solusi

e Menyusun rencana aksi yang memuat langkah-langkah nyata
s  Menetapkan SOP pengukuran Kinerja

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber dava

Tabhel. 3.21
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Nilai SAKIP 82 70,05 #542 | Program SRR — 98,25
Daerah daerah

Kahupaten

/Rotn
Rata-rats capaian 8542 | Total Anggaran 98,25

223743494 | 219837424

Tingkat Efisicnsi 1.31%
Tingkat Efektivitus 115.53%

Berdasarkan pada table 3.21 dapat dilihat pada Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tingkat
efisiensinya sebesar 1,31% dan tingkat efektifitasnya 115.53% dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 169.942.512,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.716.512,- Keberhasilan dan
peningkatan efisiens1 dan efekitfitas pada Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah didukung
oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Solok.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target Kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Nilar SAKIP Perangkat Daerah terdapat Program dan

Kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan
2. Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinenja
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Crambar - Rapat Evaluasi pelaksanaan kegiatan di Ruang Kepala Dinas k'lr'.umm_,h'?

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Nilai SAKIP Perangkat Daerah di

Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.22

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program penunjang pemerintahan
daerah Kabupaten /Kota

223.743.494

219,837,424

Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
kinerja perangkat dacrah

Penvusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat daserah

33,002,887

32,666,190

DE.98%

Koordinasi dan penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

144,489,636

142,829,792

GR.B5%

Administrasi kevangan perangkat
daerah

22

Koordinasi dan penvusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD

12,354,637

11,789,410

95.42%

2.3

Koordinasi dan penyusunan laporan
keuangan bulanan/triwulan/semesteran
SKPD

18,307,786

17,400,302

§5.04%

24

Penvusunan pelaporan dan analisis
prognosis realisasi anggaran

15,588,548

15.151.730

97200

Sumber; Laporan Fisik dan Kevangan Diskominfo Tahun 2025
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3.2. Rencana Strategis 2021-2026

Pada Renstra 2021-2026 terdapat 5 Sasaran Strategis vang sudah dijelaskan pada bab
sebelumnya, dalam rangka mewujudkan sasaran, ditetapkan 8 indikator Kinerja sebagai tolak ukur
untuk menilai Tingkat pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut:

1. Persentase Masvarakat Yang Menjadi Sasaran Penvebaran Informasi Publik

Pengertian Indikator :

Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah
merupakan disemmasi informasi kegiatan pembangunan ¢i Kabupaten Solok kepada
masyarakat umur 15-64 tahun melalui media online, media cetak dan media elektronik

Formulasi indikator :

Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan dacrah
divkur dengaan Jumlah Penduduk Umur 15-64 Tahun vang mengetahui informasi
pembangunan daerah dibagi dengan Jumlah penduduk umur 15-64 Tahun di kali 100%.

Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah
diperoleh melalui Survei Kuesioner Online yang discbarkan kepada pengguna layanan.
Kuesioner terdiri atas 5 pertanyaan dan | saran sesuai dengan jumlah unsur pengukuran
kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan Menteni PAN
dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.

Jumlah responden ditentukan berdasarkan Metode Slovin Formula. Langkah awal
menentukan jumlah penduduk Kabupaten Solok, yaitu schanyak 415,846 jiwa. Dan jumlah
tersebut penduduk usia Produktif (15 sampai 64 tahun) adalah sebanyak 297.182 orang,
dengan menggunakan Metode Slovin Formula diperoleh jumish responden dalam satu
periode IKM adalah 500 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak vang terdiri dani
315 orang laki dan 185 orang perempuan dengan persentase sebhagai berikut:

Jenis Kelamin

Setelah dilakukan survey online diketahw 405 orang memperoleh informasi sedangkan 95
tidak, dengan persentase layanan sebagai benikut:
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Jumlah Penduduk yang menerima informasi

- ] -.;;]1|

Responden memperoleh informasi dan sumber yang berbeda-beda, lebih ninci dapat diliha

grafik berikut :

Sumber Informasi

Dari glarik diketahui ada 9 sumber informasi responden yang dapat dikelompokkan menjadi
4, yaitu media online vang terdin dart Web Pemda, Berita Online; Media Sosial terdin dan
Facebook, Instagram dan Youtube; Media cetak vang terdin dan koran/majalah dan
baliho/spanduk: media elektronik terdin dari radio, videotron; untuk media lainnya bisa
diperoleh dari informasi perseorangan dengan jumlah seperti dalam grafik.

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi
pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.23 sebagm berikut:
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Tabel 3.23
Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik

Persentase hj!ﬁ;rmk{ll yang menjadi sasaran 1% 81% 100%
I penyebaran informasi publik

Sumber ¢ Dinas Kominfo 2025

Berdasarkan tabel 3.23 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tercapai, dimana
pada Tahun 2025 target Indeks Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui
informasi pembangunan daerah dengan target 81 persen dan terealisasi sebesar Bl persen
dengan capaan Kinerja schesar seratus persen.

B. Perbandingan antara target, realisasi Kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.24
Perkembangan Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang
mengetahui informasi pembangunan daerah

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Solok rahun 2025

Berdasarkan tabel 3.24 dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase penduduk umur |5-64 tahun
yang mengetahui informasi pembangunan daerah tahun ini jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnyva dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan untuk capaian kinerja
tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami
peningkatan serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPIMD (tahun
2026) dengan realisasi sebesar 80 persen, maka capaian kinerja sebesar 98,78 persen'

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi
dan/atan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan
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daecrah Kabupaten Solok Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat
dilihat pada tabel 3.25 di bawah ini:

Tabel 3.25
Perbandingan Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang
mengetahui informasi pembangunan daerah

1 | Persentase penduduk umur N/A N/A B1%
15-64 tahun vang
pembangunan dacrah

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Selok Tahun 2025

Dari tabel 3.25 dapat dilihat bahwa Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui
informasi pembangunan daerah Kabupaten Seolok Tahun 2025 belum dapat diperoleh
perbandingan realisasi dengan standar nasional maupun dengan provinsi.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan  hambatan
kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase penduduk umur
15-64 tahun yang mengetahui informasi Pembangunan dacrah Kabupaten Solok Tahun 2025
terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan dan solusi sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1) Masyarakat kabupaten Solok lebih banyak menerima keterbukaan informasi seputar
pembangunan kabupaten solok melalui Media Sosial, berita Online, Baliho/Spanduk,
dan Website Pemerintah.

2) Sedangkan vang terendah masyarakat Kabupaten Solok menerima Keterbukaan
Informasi seputar pembangunan Kabupaten Solok melalui Radio dan Youtube.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel 3.26
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber daya

Persentase 81 %1 100 | Program
penduduk umur pengelolaan
15-64 whun informasi dan 3.201.384.240
yong komunikasi 2915,805,346
nixu:_:gﬂnhul publik 9108
niformast
pembangunan
duernh
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Ratu-rata copaian 100 | Total

Anggaran 3201,384.240 | 2915805346 o

Tingkat Efisicnsi 8,92%
Tingkat Efcktivitas 109,79%

Pada tabel 3.26 Indikator Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi
Pembangunan daerah di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 8,92% dan tingkat efektifitasnya
109,79% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3,201,384,240,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
2.915,805.346 .- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efcktfitas pada Indikator Persentase penduduk
umur 15-64 tahun yang mengetahui informast Pembangunan daerah didukung oleh sumber daya manusia
(SDM) vang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

F. Analisis program/Kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Persentase penduduk umur 15-64 tahun vang
mengetahui informasi pembangunan daerah terdapat Program dan Kegiatan sebagai benkut :

1, Melaksanakan kerjasama dengan media cetak, media online dan elektronik dalam hal
penyebarluasan informasi kegiatan Pembangunan dacrah.

Crambar © Kontrak Kedfasama dengan AMingguan dan media harian

Gambar ; Kegiatan Jumpa Pers dengan Kepala Daerah



2. Melaksanakan penyebaran informasi kegiatan pemerintah daerah melalui web. Pemda.
berita online, media sosial (facebook, instagram dan youtube). media elektronik (radio dan
videotron)

Parmans invioly Kalig pater Solokl
19 Chew mpeilens BO0% - iGN

Tirsghatkan Kiodlitas Layaru lovformadl, Chskorrinfo Getlar Rakior PPD oo Biostesk Sl Waebsita
PRI Sew raore

- ; | A= T
N g e

3. Melaksanakan sosialiasi kegiatan-kegiatan pembangunan pemerintah daerah

Crambar : Pelaksanaan lmuncing Lapar Pak Bupati
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4. Melaksanakan coaching clinic Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

- » {:_::,:._

Crambar ; Rapar coaching clinic Sistem Pengelofaan f‘muau Pelayanan ube’rk Nastenal

L

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Persentase penduduk umur 15-64 tahun
vang mengetahui informasi pembangunan daerah di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.27
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik e e LABRSHE| 91,08

Kemuntan Penpelolaan Informas: dan
1. | Komunikasi Publik Pemenntah Daerah

Kabupaten | Kota

Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan
L1 Aspirasi Publik 57.406.996 47.865.079 | 83,38
12 Pelayanan Informasi Publik 25,642,798 18.387.130 | 71.70
1.3 | Penyusunan Konten 541.549.328 456,640,658 8432

2.576,785.118

1.4 | Relasi Media 2392912479 | 7756

Sumber; Laporan Fixik dan Kevangan Diskominfo Tadn 2023

Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Pengertian Indikator :
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Nilai Keterbukaan Informasi publik merupakan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 5 Tahun 2016 tentang
metode dan teknik evaluasi keterbukaan informasi badan publik

Formulas: indikator :

Nilai indeks keterbukaan informasi publik diperoleh berdasarkan penilaian komisi Informasi
Provinsi Sumatera Barat menjadi rujukan utama dalam hal pelaksanaan evaluasi, bahwa indicator
utama dilevel badan publik meliputi 4 indikator:

. Pengembangan website

2. Pengumuman informasi publik

3. Pelayanan informasi publik

4. Penyediaan Informasi Publik

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Nilan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.28
sebagai berikut

Tabel 3.28
Nilai Keterbukaan Informasi Publik
o |rarcer | REAusast | SSEHEY
| [Nilai Keterbukaan Informasi Publik 80 394 49

Sumber : Keputusan Komisi Informasi Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.28 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tidak tercapai,
dimana pada Tahun 2025 target Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan target 80 persen
dan terealisasi sebesar 39.4 persen dengan capaian kinerja sebesar 49 persen.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik pada Badan Publik se-Sumatera Barat Tahun 2025.

Keputsan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 03/KEP/KI-PSB/X1/2025
tentang penetapan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan
publik tahun 2025 ketua komisi informasi provinsi sumatera barat, dimana Kabupaten Solok
mendapat Nilai sebesar 39,4 persen.

Kalau melihat kepada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun
2025, dimana target kinerja Tahun 2025 dinaitkan menjadi 86 % dar target Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika sebesar 80. Jika melihat realisasi Tahun 2025 terjadi penurunan
dan target tidak tercapai. Ini disebabkan karena:

|. Sarana dan Prasarana Pendukung PPID Terbatas. belum adanya ruangan Front Office PPID
vang nyaman
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2. Belum Optimalnya Kebijakan dan Regulasi Internal. Perbup dan SK belum di update sesuai
peraturan K| yang baru.

3. Minimnya Komitmen dan Dukungan Pimpinan OPD.Kurangnya dorongan pimpinan dalam
penyediaan dan pembaruan data serta informasi publik.

4. Keterbatasan Anggaran Khusus Keterbukaan Informasi

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.29
Perkembangan Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Solok tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.29 dapat dilihat bahwa Realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun
ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami
penurunan dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
dan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan serta jika realisasi tahun ini dibandingkan
dengan target akhir RPIMD (tahun 2026) dengan realisasi sebesar 49 persen, maka capaian
kinerja sebesar 46,35 persen.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Nilai Keterbuknan Informas: Publik Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat
dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.30 di bawah ini :

Tabel 3.30
Perbandingan Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2025

Dari tabel 3.30 dapat dilihat bahwa Nilai keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Solok Tahun
2025 sebesar 39.4 persen sementara Pemerintah Provinsi dan Nasional belum tersedia.
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D. Analisis pendukung ataw penyebab keberhasilan peningkatan dan hambatan
kegagalan/penurunan Kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai Keterbukaan Informasi
Publik Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

I. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Informasi, dapat diketahui bahwa :

o Koordinasi dan kerjasama yang cukup baik antar SKPD di Kabupaten Solok terkait
penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

¢ Koordnasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait aplikasi pengelolaan Daftar
Informasi Publik yaitu telah tersedianva aplikasi PPID Kabupaten Solok

« Telah diterbitkannya SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
Pemenntah Kabupaten Solok

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel. 3.31
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya
B &) | e | % | Posam | Page(Rp) | ReslomiRp) | %
Nitai 80 39,4 49 | Program 25.642.798 18.387.130 72
Keterbukaan pengelolaan
Informas: informasi dan
Publik komunikasi
publik
Rata-tata capaian 49 | Total 25.642.798 18.387.130 72
Anggaran
Tingkat Efisiensi 28%
Tingkat Efektivitas 68.5%

Berdasarkan pada table 3.3 dapat dilihat pada Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik tingkat
clisiensinya sebesar 28 % dan tingkat efektifitasnya 68.5% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.642.798,-
dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.387.130,- Keberhasilan dan peningkatan cfisiensi dan efekifitas pada
Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik didukung oleh sumber daya manusia (SDM) vang terdapat
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target Kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik terdapat Program
dan Kegiatan sebagai berikut

1. Melaksanakan Permintaan Data PPID Untuk Penilaian Kabupaten Peduli HAM dari Bagian

Hukum
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Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik tahun 2025.

3. Mengikuti Penilaian IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Dacrah)Bersama BKD Bappeda
dan Inspektorat
- Upload Dokumen Ke website Pemda untuk penilaian di dimensi 3

4. Melaksanakan Pengumpulan,verifikasi DIP dan DIK

5. Melaksanakan Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Pemda serta persipan Monev

Keterbukaan Informasi untuk Nagan dan Bumnag

- Nagari Cupak, Talang Babungo, nigan Salimpek dan BUMNAG Rankiang Ameh

Melayani Permintaan Informasi Publik dari Masyarakat/L SM dan lainnya.
Bimtek Penguatan Kelembagaan PPID

o

Gambar : Bimtek Penguatan kelembagaan PPID

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Nilai Keterbukaan Informasi Publik di
Kabupaten Solok adalah

Tabel. 3.32
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
No.|  Program/Kegistan/Subkegiatan | PaguDama | %

Program Pengelolaan Informasi dan 18,387,130
Komunikasi Publik 25.642.798 T 72
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan

I. | Komunikasi Publik Pemerintah Dacrah 25.642.798 18.387.130 | 72
Kabupaten / Kota

1.1. | Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik EAR O Lt |

Sumber: Laporan Fisik dan Kevangan Diskominfo Tahun 2025
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3.

Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pengertian [ndikator :

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektromik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna
SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras
dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemernintah Daerah diharapkan
menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen
SPBE agar pencrapan SPBE dapat berjalan efektif. efisien, dan berkesinambungan, serta dapat
menghasilkan layanan SPBE vang berkualitas dan optimal.

Formulasi indikator :

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementenan Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan
Evaluasi SPBE. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan
instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomeor 59 Tahun 2020
tentang Pemantauvan dan Evaluasi SPBE. Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan
SPBE. di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang
menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas
5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi
Pusat/Pemenntah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi PusatPemerintah
Daerah tersebut.

B
Indeks SPBE = ) ND; x BD,
=1
Dimana:

. Indeks domain, adalah nilai indeks domain ke-1

. 8Dy adalah nilai bobot domain ke-i

. N4, adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i
BA,; adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-i

Dalam penilaian Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik Tahun 2025 terdin dan 4
Domain dan 7 Aspek di tambah dengan 47 indikator sebagaimana tertera dibawah ini :
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EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

Domain dan Aspek Penllalan Bobot Predikat Indeks SPBE
Domain 1 - Kebijakan SPBE 13%

Aspek 1 - Kabdjﬁkan internal Tata Kelola SPBE ~ 13% NO NILAI PREDIKAT
Domain 2 - Tata Kelola SPBE 25% INDEKS

Anpnﬂ Z - Perencanaan Strling'm L 10%

Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi | 10% 1 | 42-50 | Memuaskan

Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE . 5% 2 | 35-<42 | SangatBaik
Domain 3 - Man n SPBE 16,5% I =

Agpak 5- Pnnu::::hlunajamm SPBE 12% _3 26-<35 Baik */

Aspek B - Audit TIK [ 4,5% 4 | 18-<26 Cukup
Domain ; - Layanan SPBE - 45,5% 8| <18 | Kuang:

Aﬁpﬂh - Layanan Administrasi Pemerintahan 27.5% T arosl CoriRE P:mdilml Baik
Berbasis Elekironik [_mﬂga pf:nr:'lh'nul 2.6)

Aspek 8 - Layanan Publik 18%

Untuk perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator dapat dilihat pada table 3.33 benkut :

Tabel. 3.33

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

Pusat/Pemerintah Daerah

NILAI
NO INDIKATOR TINGKAT
KEMATANGA
N 2025

1 Tingkat Kematangan Kebijakan [Intemal Arsitektur SPBE Instansi 3
Pusat/Pemerintah Daerah’

2 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE  Instansi 3
Pusat/Pemerintah Daerah

3 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data 3

4 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE 2

5 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data 2

6 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intea Instansi 2
Pusat’Pemerintah Daerah

7 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung 2
Layanan Instansi Pusat/Pemenntah Dacrah

® | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi 5

9 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK 4

10 | Tingkat Kematangan Kebijokan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi 4
Pusat/Pemerintah Daerah

11 Tingkat Kematanpan Arsitekiur SPBE Instans: Pusat/Pemenntah Daerah 2

12 Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemenntah Daerah 2

13 Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE 2

14 | Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE 4

15 Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE 3

16 | Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data 4

17 | Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah )
Dacrah

I8 | Tingkat Kematangan Pengpunsan Sistemn Penghubung Layanan Instansi 4

| Pusat/Pemerintah Daerah - _ - | |
19 | Tingkat Kematangan Pelaksansan Tim Koordinasi SPBE  Instans 3
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20 | Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE 3
21 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE 5
22 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi 3
23 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data 2 2
24 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK 1
25 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE 3
26 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan 3
27 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan 3
28 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE B
29 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE 3
30 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE 3
3l Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE 3
32 Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan i
33 | Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran 4
34 | Tingkat Kematangan Layanan Keuangan 4
35 | Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 4
3 Tingkat Kematangan Lavanan Kepegawaian 5
37 | Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis 5
38 | Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah 3
39 | Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Intermal Pemerintah 5
40 | Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 4
4l Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai 5
42 | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik 5
43 Tingkat Kematangan Lavanan Data Terbuka 4
44 | Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 5
(JDIH)
45 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor | 3
46 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 5
47 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 5

Sumber: Laparan Hasil Pemantanan SPBE 20235

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa ada beberapa nilai tingkat kematangan indikator yang
berada dibawah target minimal 3, dimana terdapat 7 (tujuh) nilai tingkat kematangan indikator
vang mendapat nilai 2 dan 2 (dua) nilai Tingkat kematangan indicator yang mendapat nilai 1 (satu)
antara lain pada aspek perencanaan strategis terdapat 4 (empat) indicator (1 1-14), aspek penerapan
manajemen SPBE terdapat 2 (dua) indikator (21-28), aspek pelaksanaan audit TIK terdapat 3 (tiga)
indicator (29-31), selebihnya mendapat nilai tingkat kematangan indikator diatas target minimal.

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Indek Sistem Pemernntahan Berbasis Elektromik (SPBE) Tahun 2025 dapat

dilihat pada tabel 3.34 sebagai berikut :
Tahel 3.34

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironik (SPBE)

~o

Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironik 3,60
1 [SPBE)

3.7

Sumber > Sumber: Laporan Hasil Pemantanan SPEE 2023

53



Berdasarkan tabel 3.34 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tercapai, dimana
pada Tahun 2025 target Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target
3,60 dan terealisasi sebesar 3,71 dengan capaian kinerja sebesar 103,05 persen.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu serta target jangka menengah yvang terdapat dalam Renstra
Tabel 3.35
Perkembangan Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE

Sumber: Dinas Kominfo Kab, Solok Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.35 dapat dilihat bahwa Realisasi Indek Sistem Pemerintahan Berbasis
Elekronik (SPBE) tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun
terakhir mengalami peningkatan dan untuk capaian kinerja tahun mi jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami Peningkatan serta jika
realisasi tahun im dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2026) dengan realisasi
sebesar 3,71, maka capaian kinerja sebesar 109,11 persen.

C. Perbandingan antara realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik (SPBE) Tahun 2025 dengan Provinsi
Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.36 di bawah ini :

Tabel 3.36
Perbandingan Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik (SPBE)

! ] B
&mber J.H.rm.: Knmhy% .Ku!l .Sba'u# ?u&un l’ﬂzj

Dari tabel 3.36 dapat dilihat bahwa Indek Sistem Pemernntahan Berbasis Elekronik (SPBE)
Kabupaten Solok Tahun 2025 scbesar 3,71 sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan
Nasional belum tersedia.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan  peningkatan dan  hambatan
kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indek Sistem Pemenntahan
54



Berbasis Elekronik (SPBE) Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung dan
hambatan serta solusi sebagai berikut sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung
Berdasarkan hasil penilaian dan Kemenpan& RB. dapat diketahui bahwa :

1)

3)

4)

3)

6)

Adanya Kebijakan Internal Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK
dan Tim Koordinasi SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah
Kabupaten Solok. Kebijakan Internal Manajemen Data dibuktikan dengan adanya Peraturan
Bupati No 27 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia, Kebijakan Internal Manajemen
Keamanan Informasi dan Audit TIK dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati No.20
Tahun 2021 Tentang Tata Kelola SPBE. Kebijakan internal Tim koordinasi Kepbup No:
490-275-2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE.

Adanya beberapa kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemenintah Kabupaten Solok,
yaitu: Layanan Pusat Data telah memiliki prosedur baku dalam pengoperasiannyva vang di
manfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah dan telah dievaluasi Layanan Jaringan Intra
telah memiliki prosedur baku dalam pengoperasiannya yang di manfaatkan oleh seluruh
Perangkat Daerah dan telah dievaluasi.

Adanya beberapa kekuatan dalam pencrapan SPBE pada Pemenntah Kabupaten Solok,
yaitu: Pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Tim Koordinator SPBE,
yang meliputi rapat evaluasi dan menitoring mmplementasi SPBE dengan mengundang
seluruh pihak-pihak yang terkait dan telah dievaluasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten
Solok telah melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman dalam melakukan kolaborasi
penerapan SPBE dan telah dievaluasi serta ditindaklanjuti.

Adanya beberapa kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemenntah Kabupaten Solok,
yaitu: Penerapan Manajemen Perubahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok telah
dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan pedoman Manajemen Perubahan dan telah
dievaluasi Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Solok berdasarkan pedoman
yang ada pada Peta Rencana Manajemen SPBE Kabupaten Solok (Perbup SPBE Nomor 20
Tahun 2021) dan telah dievaluasi.

Adanyva beberapa kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Solok,
yaitu: Pelaksanaan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan menggunakan
SIPD yang telah terintegrasi satu sama lain Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah
menggunakan SPSE Layanan Kepegawaian dengan menggunakan aplikasi kepegawaian
SIMPEG yang telah terintegrasi dengan aplikasi SAPK dengan penambahan fitur untuk
kenaikan pangkat otomatisd SIKEPO Layanan kearsipan telah menggunakan aplikasi
berbagi pakai Srikandi Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi menggunakan aplikasi
SILAKIP. Layanan Kinerja Pegawai menggunakan aplikasi Kinena Pegawai (SITUNKIN)
yang telah terintegrasi dengan SIMPEG.

Adanya beberapa kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemenntah Kabupaten Solok,
yaitu: Layanan Pengaduan Pelayanan Publik menggunakan aplikasi SP4N Lapor Layanan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menggunakan sistem situs
https://jdihildis solokkab.go.id/ yang telah terintegrasi dengan JDIHN Layanan Sektor
Publik 1 adalah Layanan Informasi https://ppid.solokkab.go.id/ dan telah dievaluasi
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1)

Layanan Sektor Publik 2 vaitu Aplikasi E-KIR telah memiliki fitur transaks: dan terintegrasi
dengan Aplikas: Kementerian Perhubungan vaitu Aplikasi Penerbitan Bukti Lulus Upn
Elektromk (BLUe). Lavanan Sektor Pubhk 3 adalah aplikasi SISFO IZIN
(https://s1sforzin solokkab go.1d). Aplikas: SISFO IZIN telah melakukan kolaborasi dengan
Aplikasi lain dalam penerapannya.

1. Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dar vunsur Indek Sistem pemerintahan Berbasis
Elektronik {SPBE adalah sebagai berikut :

n

2)

3)

Pemernintah Kabupaten Solok masth memiliks beberapa kelemahan vaitu dokumen
Masterplan Teknologi Informasi Pemkab Solok tahun 2021-2025 yvang berisi Arsitektur
SPBE. Peta Fencana SPBE yang baru sebagian mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional.
Keterpaduan Rencana dan Anggaran belum sepenuhnya dikonsultasikan dengan uvnit
pengelola TIK. Belum terlihat adanva inovasi proses bisnis berdasarkan proses bisnis vang
ada (as-1s).

Pemerintah Kabupaten Solok masih memiliki kelamahan pada Aspek Penerapan
Manajemen Data, vaitu: Pada Penerapan Manajemen data, pedoman belum mencakup
pengelolaandan Data secara lengkap Penerapan Manajemen aset TIK belum didukng
dengan data vang memadai.

Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK, Pemenntah Kabupaten Solok masith memiliki
kelemahan vaitu: Buktt vang kurang memadar pada pelaksanaan Auvdit Infrastruktor
Pelaksanaan Audit TIK vang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Solok adalah
dengan adanyva Pelaksanaan Audit Aplikasi dan Keamanan SPBE sesuai pedoman, tetapi
belum dikasanakan oleh auditor internal

2. Solusi atau rencana tindaklanjut vang akan dilakukan :

Untuk mencapai keberlanjutan dan perbaikan, diperlukan konsultasi lebih intensif dengan unit

pengelola TIK, penguatan inovasi dalam perencanaan strategis, serta pelaksanaan audit TIE
vang lebih komprehensif dengan dukungan bukti memadai Dengan langkah-langkah ini.
diharapkan Kabupaten Solok mampu memaksimalkan potensi SPBE dalam mendukung tata
kelola pemerintahan yang transparan dan efisien

A. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel. 3.37
Efisiensi dan Ffektifitas Pengounaan Sumber Daya
Kinerja Keuangan l
Target | Realisasi % Program Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) %w |
Indek Sistem 3.60 3.71 103,05 | Program
Pemerintahan aplikasi
Berbaziz informatika 20.229.118 19.176.080 | o470
Elektronil
roh) .
Eata-rata capaian 103,05 | Total
An 94.79
iy 20.229.118 |  19.176.080
Tingkat Efisiensi 5.21%
Tingkat Efektivitas 105.49%%




Berdasarkan pada table 3.37 dapat dilihat pada Indikator Indek Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) tingkat efisiensinya sebesar 5.21% dan tingkat efektifitasnya 105,49 % dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 20.229.118.- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.176.080.-
Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektfitas pada Indikator Indek Sistem Pemerintahan
Berbasis Elcktronik (SPBE) didukung olch sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok,

. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target Kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Indek Sistemn Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

. Melaksanakan rapat tindaklanjut hasil evaluasi Sistem Pemenntahan Berbasis Elektromk
SPBE) Tahun 2024.
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2. Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
(SPBE) Tahun 2025

Crambar - Rapat Persiapan Pelaksanaan Evaluas! SPBE Talun 2023,

Program dan kegiatan vang dilakukan untuk mencapai Indek Sistem Pemrintah Berbasis
Elektronik (SPBE) di Kabupaten Solok adalah

Tabel. 3.38
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No. | Program/Kegiatan/Sub.kegiatan Pagu Dana Realisasi %
Program aplikasi informatika 20.229.118 19.176.080 | 9479
| Pengelolaan E-government di Lingkup 20.229.118 19.176.080 | o, 49
Pemenntah Daerah Kabupaten/Kota )
11 Fq.silimsi Penyelenggaraan SPBE di 20229118 19.176.080 94.79
Lingkungan Pemda

Sumber: Laporan Fisik dan Kewangan Diskominfo Tahun 2025

4. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi
Pengertian Indikator :

Layanan publik adalah layanan yang disediakan oleh pemenntah daerah atau entitas yang didanai
oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara umum.
Tujuan dari layanan publik adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, memastikan
kesejahteraan sosial, dan memenuhi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga
kepentingan publik. Layanan publik dapat mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan,
perawatan keschatan, transportasi, keamanan, administrasi hukum, pengelolaan air bersih,
pengangkutan umum, dan banyak lag.
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Formulasi indikator :

Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan
terintegrasi X 100
Jumlah Layanan Publik

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan
terintegrasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.39 sebagai berikut :

Tabel 3.39
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Sumber ; Keputusan Menpan & RB Nomor 663 Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.39 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai,
dimana pada Tahun 2025 target Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online
dan terintegrasi dengan targel 80 dan tercalisasi sebesar 85 dengan capaian kinerja sebesar 100
persen.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian Kinerja tahun ini dengan tahun
lalu serta target jangka menengah vang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.40
Perkembangan Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan
terintegrasi

Dinas Kominfo Kab. Solok Tahun 2025
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Berdasarkan tabel 3.40 dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase Layanan Publik vang
diselenggarakan secara online dan terintegrasi tahun im jika dibandmgkan dengan tahun
sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan untuk capaian kinerja
tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami
peningkatan scrta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun
2026) dengan realisasi schesar 85 persen, maka capaian kinerja schesar 94,44 persen.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan tenintegrasi
Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.41 di
bawah ini :

Tabel 3.41
Perbandingan Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan
terintegrasi

1 | Persentase Layanan Publik - - 85 %
P dissharmial sncars
online dan terintegrasi

Sumber: Dinas Koniinfo Kab Solok Tahun 2023

Dari tabel 3.41 dapat dilihat bahwa Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online
dan terintegrasi Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar 85 persen, namun belum dapat diperoleh
perbandingan realisasi kinerja baik dengan standar nasional dan provinsi.

. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan  hambatan
kegagalan/penurunan Kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase Layanan Publik
yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2025 terdapat beberapa faktor
pendukung sebagai berikut sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

1) Penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sangat
sejalan dengan capaian SPBE
2) Kabupaten Solok cukup aktif’ dalam memanfaatkan aplikasi dari pemerintah pusat atau

daerah lain vang relevan
3) Kordinasi dan kerjasama vang cukup baik antar SKPD di Kabupaten Solok dalam
penyelenggaraan layanan publik vang diselenggarakan secara online.
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E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel. 3.42
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya
- Target | Realisasi e Program Pagu (Rp) Realizasi (Rp) T
Persentase 5% 85% 100 | Program
Layanan Publik ;p:llmi »
yang sgatrcrna 93,861,647
disel | 102,231,520 92
secara online
dan terintegrasi
Rata-rala cappian 160 | Total
Anggaran 102,231,520 93.861.647 92
Tingkat Efisiensi 8%

Tinglat Efeltivitas 108,69%

Berdasarkan pada table 3.42 dapat dilihat pada Indikator Persentase Layanan Publik yang
diselenggarakan secara online dan terintegrasi tingkat efisiensinya sebesar 8% dan tingkat
clektifitasnva 108.69% dengan pagu anggaran schesar Rp. 102,231.520.- dan realisasi anggaran
sebesar Rp. 93.861.647.- Keberhasilan dan pemingkatan efisiensi dan efektfitas pada Indikator
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan tenintegrasi didukung oleh
sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Solok.

F. Analisis program/Kegiatan penunjang pencapaian target Kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan
secara online dan terintegrasi terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. M_Elﬂ_l\_'.ﬁanﬂk_

an Bimbingan Teknis sistem informasi desa (OpenSID) ke Nagari

b 4

Falatilvamn
e
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2. Melaksanakan Pengembangan Aplikasi
LAPOR UPG
GRATIFIKASI
Tahukah Kamu?
Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Persentase Layanan Publik vang
diselenggarakan secara online dan tenntegras: di Kabupaten Solok adalah
Tabel. 3.43
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
No. Program/Kegiatan/Sub.kegiatan Pagu Dana Realisasi Yo
= . 102,231,520 21,81
Program aplikasi informatika 03,861,647
Pni:-ngelﬂiaan e—gluvermnment Di 102.231.520 91,81
l. | Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten 03.861.647
Solok _
Pembangunan dan'atan Pengembangan
Aplikasi Khpsus yang sesuni dengan Arsitekiur 102,231,520
L1 | dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Dacrah 3861647 | 91,81
Sumber fu;'.runm Fisik dan F.hnmg:m Diskominfo Tahun 2025
5. Persentase Perangkat Daerah vang menggunakan data statistik dalam menyusun

perencanaan dan evaluasi Pembangunan daerah

A, Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

62



Tabel 3. 44
Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun
erencanaan dan evaluasi pembang daerah

Persentase perangkat daerah

yang menggunakan data 100% 100% 100%
| statistik dalam Menyusun

perencanaan dan evaluasi

pembangunan daerah

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik
dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah memiliki target 100% dan
terealisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian menjadi 100%.

B, Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.45
Perkembangan Persentase Layvanan Publik vang diselenggarakan secara online dan
terintegrasi

Sumber: Dinas Kominfo Kab, Solok Tahun 2025

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa target persentase perangkat daerah yang menggunakan data
statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2025 yaitu
target 100%, terealisasi sebesar 100%, Jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 100%
capaian akhir renstra terhadap tahun ini yaitu sebesar 100%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Perbandingan realisasi kinerja dalam persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik
dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:
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Tabel 3.46
Perbandingan Nasional, Provinsi dan Kab. Solok

No Indikator Kinerja Nasional Provinsi Kabupaten
Solok
i Persentase  perangkat  daerah
vang  menggunakan  data N/A N/A 100%
statistik  dalam  Menyusun
perencanaan  dan  evaluasi
pembangunan daerah

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2025

Pencapaian IKU persentase perangkat daerah vang menggunakan data statistik dalam Menyusun
perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2025 memiliki target 100% dan
terealisasi 100%. Namun belum ada data yang dapat dijadikan pedoman perbandingan realisasi
kinenja dengan standar Nasional dan Provinsi.

Analisis Penvebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi vang telah
Dilakukan

Data statistik merupakan unsur yvang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan, salah
satu produk statistik vang dihasilkan setiap tahun adalah Daerah Dalam Angka (Kabupaten Solok
Dalam Angka). Dinas Kominfo Dalam penyusunan dokumen perencanaan mengacu kepada
dokumen Daerah Dalam Angka.

agar perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan tepat, dibutuhkan ketersediaan
data yang akurat mutakhir, terpadu dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagi
pakaikan untuk itu pelaksanaan statistik daerah harus menganut prinsip satu data indonesia pada
satu sumber/portal resmi daerah.

Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dava

Dalam pengelolaan atau penyusunan data statistik Pemerintah Kabupaten Solok telah membentuk
forum satu data ingkat Kabupaten Solok yvang terdin dani BPS sebagai pembina data, Diskominfo
scbagai wali data, Bapelitbang sebagai koordinasi atau sckretanat data dan OPD scbagai produsen
data.

Tabel. 3.47
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Dava

Target | Realisesi Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) |

Persentase

perangkat daerah
yang
menggunakan
data statistik
dalam Menyusun
perencanaan dan

Lon

53,702,369

SLIBL100

95,31




evaluasi
pembangunan

daerah)

Rata-rata capaian 100 | Total
Anggaran

53,702,369

S1,181,100

95,31

Tingkat Efisiensi 4,69%

Tingkat Efektivitas 104,92%

Berdasarkan pada table 3.47 dapat dilihat pada Indikator Persentase perangkat dacrah yang
menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
tingkat efisiensinya sebesar 4.69% dan tingkat efektifitasnya 104.92% dengan pagu anggaran
schesar Rp. 53,702,369,- dan rcalisasi anggaran scbesar Rp. 51,181,100,- Keberhasilan dan
peningkatan efisiensi dan efektfitas pada Indikator target persentase perangkat daerah yang
menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian
Target Kinerja

* Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Indek Pembangunan Statistik terdapat Program dan

Kegiatan sebagai berikut :
Tabel. 3.48
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
97.03%
Program penyelenggaraan statistik 53,702.369
sectoral 51,181,100
97,03%
I Penyelenggaraan statistik scktnrll 53.702.369 51,181,100
dilingkup daerah Kabupaten/ Kota
Peningkatan Kapasitas Kelembagnan Statistik 979,
Sektoral 9,349,764 9,089,700 >
11 Penyelenggaraan Statistik Sckioral yang scsuai 95%
“* | dengan Prinsip Satu data Indonesia 44,352,605 42,091 400

Rencana Tindak Lanjut Perbaikan
Terkait penyelenggaraan data statistik sektoral di Kabupaten Solok perlu optimalisasi pelaksana
peran forum Satu Data Indonesia, Solok Dalam Angka menghasilkan data statistik sektoral vang

akura

t dan berkualitas.
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6. Indek Keamanan Informasi (KAMI)

Pengertian Indikator :

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat Kesiapan pengamanan informasi di
suatu organisasi. Alat evaluasi i ndak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas
bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi
kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan
Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan
keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan vang juga memenuhi semua aspek
keamanan yang didefimsikan oleh standar ISO/IEC 27001:2022.

Formulasi indikator :
Jumlah nilai per area keamanan informasi
jumlah area penilaian
Penilatan in1 didapat berdasarkan hasil penilaian mandin yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi
dan Informasi Kabupaten Solok dengan mengisi lembar evaluasi yang dikeluarkan oleh Badan Siber
dan Sandi Negara (BSSN) yvang terdiri dani beberapa kategori antara lain:

5

1) Tata Kelola Keamanan Informasi

2} Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi

3) Kerangka Kerja Keamanan Informasi

4) Pengelolaan Aset Informasi, dan

5) Teknologi dan Keamanan Informasi

6) Pelindungan Data Pribadi

7) Suplemen: Area evaluasi untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga
Penyedia Layanan.

Dari hasil Penilaian mandini yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Solok dari jumlah 645 (Enam Rats Empat Puluh Lima) area vang dinilai, baru 259 (Dua Ratus
Lima Puluh Sembilan) arca yang memenuhi tlingkat kematangan schingga Indek Keamanan
Informasi termasuk kategori tidak layak.

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Indek Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel
3.49 sebagai berikut :

Tabel 3.49
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

1.85

Indek Keamanan Informasi (KAMI)
Sumber ; Dinas Kominfo 2023

1.85 100

Berdasarkan tabel 3.49 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tercapai, dimana
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pada Tahun 2025 target Indek Keamanan Informasi (KAMI) dengan target 1.85 dan tercalisasi
sebesar 1,85 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

B. Perbandingan antara target. realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tahel 3.50
Perkembangan Indek Keamanan Informasi (KAMI)

Sumber: Dinas Kominfo kab, Solok tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.50 dapat dilihat bahwa Realisasi Indek Keamanan Informasi (KAMI) tahun ini
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan
dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa
tahun terakhir mengalami peningkatan serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target
akhir RPJMD (tahun 2026) dengan realisasi sebesar 1,85, maka capaian kinerja sebesar 94.87
persen.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Indek Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat
dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.51 di bawah ini :

Tabel 3.51
Indek Keamuanan Informasi (KAMI)

i

L N
| vl

-l x

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2025

Dari tabel 3.51 dapat dilihat bahwa Indek Keamanan Informasi (KAMI) Kabupaten Solok Tahun
2025 sebesar 1,85 sedangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional data belum
tersedia.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan  hambatan
kegagalan/penurunan Kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indek Keamanan Informasi

(KAMI) Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan serta
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solusi sebagai berikut sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung
Berdasarkan hasil penilaian mandiri vang dilakukan Dinas Kominfo terhadap Keamanan

Informasi terdapat bahwa :

1)

Scluruh OPD sudah menerapkan pelaksanaan program keamanan informasi
2)  Seluruh OPD sudah mempunyai tugas dan tanggungjawab mengelola keamanan informasi
dan menjaga kepatuhannya.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel. 3.52
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya
Target | Reslisasi | % Progeam Pagn (Rp) | Realisasi (Rp) "
Indek 1,75 1,75 1op | Program
Keamanan penyelenggaraan
Informasi persandian
(KAMI) untuk 44,160,188 41,250,764 93%
pengamanan
informasi
Runta-rata i 100 | Total A
S s e 44 160,188 41,250,764 B3%
Tinghkat Efisiensi 7%
Tingkat Efcktivitas 107,52%

Berdasarkan pada table 3.52 dapat dilihat pada Indikator Indek Keamanan Informasi (KAMI)
tingkat efisiensinya sebesar 7% dan tingkat efektifitasnya 107,52% dengan pagu anggaran scbesar
Rp. 44,160,188.- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.250,764.- Keberhasilan dan peningkatan
efisiensi dan efektfitas pada Indikator Indek Kemamanan Informasi (KAMI) didukung oleh
sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Solok.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target Kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Indek Keamanan Informasi (KAMI) terdapat
Program dan Kegiatan sebagai berikut :
l. Melaksanakan Penerbitan Sertifikat Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi pejabat eselon 1l

dan II1

Il

. Mengikuti Bimbingan Teknis Tenaga Sandiman untuk peningkatan kompetensi

3. Melaksanakan pemulihan insiden keamanan informasi dan mendeteksi kerentanan sistem

informas:
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—
(Fambar - Kunjungan Dinas Komunikasi, Informarika dan Statisiik Provinsi Sumatera Barat tentang Pelalsanaan
Keamanon Informast oi Kabupaten Solok

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Indek Keamanan Informasi (KAMI) di

Kabupaten Solok adalah :

Tabel. 3.53
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
N, Program/Kegintan/Sub.kegintan Pagu Dana Realisasi Y
Program Penvelenggaraan persandian untuk .
pen-:umnnan -iufnrff:ﬁ'i " 44,160,188 41.950.764 i
Kegistun Penyelenggaraan Persandian
| Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah 44 160,188 93%
Daerah Kabupaten/Kota 41,250,764
Pelaksanann Keamanan Informasi Pemerintah
i1 Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik 44. 160,188 41,250,764 | 93%
: dan MNon Elektronik
Sumber: Laporan F:J'.-.fﬁ dan Kenangan Diskominfo Tahun 2025

7. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pengertian Indikator :
Nilai Akuntabilitas Kinerja merupakan evaluasi vang dilakukan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yati Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan ( Bapelitbang), Inspektorat dan
Bagian Organisasi Setda terhadap Dokumen Perencanaan OPD

Formulasi indikator :

Hasil reviu akumulasi penilaian terhadap selurub

komponen managemen kinetja
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Penilaian ini didapat berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat vang terdin
dan 4 (empat) komponen yaitu

perencanaan kinerja

pengukuran kinerja

pelaporan kinerja

evaluasi akuntabilitas kinerja internal

pa o

Dari hasil Penilaian tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mendapat
nilai 70,05 dengan katcgori BB atau sangat baik, Dengan kalegon sebagai berikut :

Tabel 3.54

ka [ega i lllltihili’ll: Kil'll: |8

| AA =90-100 Sangat Memuaskan

2 A >80-90 Memuaskan

3 BB >T70-80 Sangat Baik

4 B =60-70 Baik

5 cC =50-60 Cukup(Memadai)
& C =30-50 Kurang

7 ] 0-30 Sangat Kurang

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.55 sebagai berikut:

Tabel 3.55
Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja 83 74,40 89,63

Sumber - Hasil Evaluasi LKKP oleh Inspekiorat Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.55 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tidak tercapai,
dimana pada Tahun 2025 target Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target 83 dan terealisasi
scbesar 74,40 dengan capaian kinerja sebesar 89,63 persen.

B. Perbandingan antara target, realisasi Kinerja dan capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

70



Tabel 3.56

Perkemba 1gan Nilai Akuntabilitas ‘Kine ja

mbe: m;r.r Kominfo ka. Solok tahun 305
Berdasarkan tabel 3.56 dapat dilihat buhwa Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun imi jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dan realisasi tahun ini
dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) dengan realisasi sebesar 74,40 dan
capaian kinerja sebesar 88,57 persen.

C. Perbandingan antara realisasi kKinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi
dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan
Nasional dapat dilihat pada tabel 3.57 di bawah ini :

Tabel 3.57
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja

1| Nilai T
Sumber: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2025

Dari tabel 3.57 dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Solok
Tahun 2025 sebesar 74,40, untuk perbandingan nilai akuntabilitas kinerja dengan provinsi dan
nasional belum tersedia.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan hambatan
kegagalan/penurunan Kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa fakior
pendukung dan hambatan serta solusi schagai berikut sebagai berikut:

Faktor Pendukung

¢ Dokumen rencana kinerja tahunan telah memenuhi kriteria penyusunan dokumen
perencanaan.

e Tercapainya pemenuhan dokumen Renstra, Kualitas Renstra dan implementasi renstra.

o [Informasi kinerja telah dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan dan perbaikan kinenja

Faktor Penghambat
e Rencana Aksi belum memuat Langkah-langkah nyata dalam pencapaian target
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* Dalam pengukuran Kinerja belum memiliki SOP

Solusi

¢ Menyusun rencana aksi yang memuat langkah-langkah nyata

»  Menetapkan SOP pengukuran kinerja

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel. 3.58
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya E
Nilai 82 70,05 8542 | Program
Akuntabilitas penunjang 223,743,494 | 219837424
Kinerja pemerintahan
daerah
Kabupaten
/Kota
Rata-mits copaian 5342 | Total Anggaran
= 223,743,494 | 219837424
Tingkat Efisiensi 1.31%
Tingkat Efektivitas 115,53%

Berdasarkan pada table 3.58 dapat dilihat pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja tingkat
efisiensinya sebesar 1,31% dan tingkat efektifitasnya 115,53% dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 169,942.512,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.716.512.- Keberhasilan dan
peningkatan cfisiensi dan clcktfitas pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja didukung olch
sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Solok.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target Kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Nilai Akuntabilias Kinerja terdapat Program dan
Kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan
2. Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas kinerja
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Crambar - Rapat Evaluasi pelaksanaan kegiatan di Ruang Kepala Dinas Kominfo

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Nilai Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten

Solok adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.59
Realisasi Angearan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Realisasi

I’rng}nm p-éﬁu;ja.;g”p;i;wlﬁ-ntahan
daernh Kabupaten /Kota

223,743,494

219,837,424

98,25

Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
kinerja perangkat daerah

1.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat daerah

33,002,887

32.666.190

SH.98%

12

Koordimasi dan penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

144 489,636

142,829,792

GR.B5%

Administrasi keuangan peranghkat
duerah

Koordinasi dan penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD

12,354,637

11,789,410

05.42%

2:3

24

Koordinasi dan penyusunan laporan
keuangan bulanan/triwulan/semesteran
SKPD

18,307,786

17,400,302

05.04%

Penyusunan pelaporan dan analisis
prognosis realisasi anggaran

15,588,548

15.151.730

97.20%

Sumber: Laporan Fistk dan Kewangan Diskominfo Tahun 2023
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Nilai Kepuasan Aparatur

Pengertian Indikator :
Nilai indcks kepuasan aparatur memberi gambaran tentang kinerja pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara pelayanan dengan
penenima pelayanan publik.

Formulasi indikator :
Nilai Kepuasan Aparatur dilaskanakan berdasarkan survey terhadap pelayanan publik dengan

menggunakan |0 unsur sebagai dasar pengukuran survey sebagai berkut:

'tdaugSakmnat ' l menyediakan

Tabel 3.60
10 unsur sebagai dasar pengukuran survey terhadap pelayanan publik

ATK vang diperlukan untuk menunjang
kelancaran administrasi dan kegiatan
bidang

Bidang Sekretariat dapat menyediakan
barang cetakan sebagal penunjang kegiatan
hidang

Sarana dan prasarana untuk penunjang
kegiatan sudah mencukupi (laptop,
kendaraan opersional. dll)

Kebersihan dan kenyamana kantor sudah
baik

Akses internet sebagai penunjang utama
kegiatan harian sudah baik

Pelayanan terhadap pengurusan
administrasi kepegawaian (naik pangkat,
gaji berkala, dil) ASN dapat terpenuhi
dengan baik

Pengurusan surat menyurat sudah berjalan
dengan baik

Kecepatan proses pelayanan keuangan
sangat baik

Ketepatan waktu pemberitahuan informasi
baik (urusan umum, kepegawaian,
perencanaan dan keuangan)

10

Fasilitas ruang rapat sudah bak

Sumber: Diskominfo kab, Solok Tahun 2025
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A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.61 sebagai berikut:
Tabel 3.6
Nilai Ke aratur

| Nilai Kepuasan Aparatur 3.26 335 102,76

Sumber - Dinas Kominfa 2025

Berdasarkan tabel 3.61 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tercapai, dimana
pada Tahun 2025 target Nilai Kepuasan Aparatur dengan target 3,26 dan terealisasi sebesar
3,33 dengan capaian kinerja scbesar 102,76 persen.

Dari hasil survei tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mendapat nilai
3,33 dengan kategori A atau sangat baik. Dengan kategori sebagai benikut :

Tabel 3.62
Kategori Nilai Kinerja _
100 - 1,75 25.00 - 43,75 1]
1.76 - 2.50 43.76 - 62.50 C
2.51-3.25 62,51 - 81,25 B
3.26 - 4.00 §1.26 - 100,00 A

Sumiber: Diskaminfo kab, Solok Tahwn 2023

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.63
Perkembangan Nilai Kepuasan Aparatur

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Solok tahun

Berdasarkan tabel 3.63 dapat dilihat bahwa Realisasi Nilai Kepuasan Aparatur tahun im jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami kenaiakan
dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa
tahun terakhir mengalami penurunan serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target
akhir RPIMD (tahun 2026) dengan realisasi sebesar 3,35, maka capaian Kinerja sebesar 100
persen.
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C. Perbandingan antara realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Perbandingan Nilai Kepuasan Aparatur Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan
Nasional dapat dilihat pada tabel 3.64 di bawah ini :

Tabel 3.64
Perbandingan Nilai Kepuasan Aparatur

Mila1 Kepuasan Aparatur
Sumber: Dings Kominfo Kab Solok Tahun 2025

Dari tabel 3.64 dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Solok
Tahun 2025 sebesar 3,35, untuk perbandingan nilai Kepuasan Aparatur dengan provinsi dan
nasional tidak tersedia.

hambatan

. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan dan

kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya

peningkatan

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai Kepuasan Aparatur Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung
dan hambatan serta solusi sebagai benkut sebagai berikut:

Faktor Pendukung
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok melalui bidang sekretariat memberikan

pelayanan dan sisi sarana dan prasarana serta peralatan kantor, surat menyurat, kebersihan

kantor, keuangan dan dan lain-lain dapat terpenuhi dengan baik.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel. 3.65
Efisiensi dan Efcktifitas Penggunaan Sumber Daya

Nilai 3.26 335 102,76 | Program
Kepuasan penunjang 3.905,065.136 | 3574448863
Apaurstur pemerintalian 91.53
dnerah
Kabupaten
fKota
Rats-rata capaian 102,76 | Total 9153
Anggaran 3.905,065,136 | 3.574.448,863
Tingkat Efisiensi 8.47%
Tingkat Efcktivitas 109,25%
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Berdasarkan pada table 3.65 dapat dilihat pada Indikator Nilai Kepuasan Aparatur tingkat
efisiensinya sebesar 8,47% dan tingkat efektifitasnya 109,25% dengan pagu anggaran sebesar
Rp.3.905,065,136.- dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.574.448863.- Keberhasilan dan
peningkatan efisiensi dan efektfitas pada Indikator Nilai Kepuasan Aparatur didukung oleh
sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Solok.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapan dan mendukung tercapamyva Nila Kepuasan Aparatur terdapat Program dan
Kegiatan scbagai berikut :

I. Memfasilitasi kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kominfo
2. Memfasilitas surat menyurat

3. Memfasilitasi sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Kominfo

4. Memfasilitasi kebersihan dilingkungan Dinas Kominfo

Program dan kegiatan vang dilakukan untuk mencapai Nilai Kepuasan Aparatur di Kabupaten
Solok adalah

Tabel. 3.66
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
N ram/Kegiatan/Sub.kegiatan Pagu Dana )0
Program penunjang pemerintahan 3.905.065.136 3.574.448.863 R
daerah Kabupaten /Kota b i i
i Perencanaan, penganggnran, dan evaluasi
kinerja perangkat daerah
11 Penyusunan Dokumen Perencanaan 9898
" | Perangkat daerah 33,002 887 32,666,190 ;
Koordimasi dan penyusunan laporan
1.2 | capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi 98.85
kinerja SKPD 144 489,636 142,829 792
) Administrasi kenangan perangkat
daerah
21 Penyediaan gaj dan tunjangan ASN 90,67
) 2,990,520416 2,711,476,552 ]
29 Koordinasi dan penyusunan laporan 95.42
kevangan akhir tahun SKPD 12,354,637 11,789.410 o
Koordinasi dan penyusunan laporan
2.3 | keuangan bulanan/triwulan/semesteran 95.04
SKPD 18,307,786 17.400,302
Penyusunan pelaporan dan analisis
FA | Proganss tesumi s 15,588,548 isasi7z0 | 0720
3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
11 Penyediaan komponen instalasi listrik/ 7941
" | penerangan bangunan kantor 3,321,000 2,637,360 :
32 Penyedisan Peralatan dan Perlengkapan 9191
Kantor 123,771,755 112,895,250
13 Penyediaan bahan logistik kantor 81,12
= 14,644,200 13,344,420 *




34

Penyediaan barang cetaknn dan
penggandaan

8.205.149

6,933,835

84.53%

35

Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan
konsultasi SKPD

120,405,000

118,154,032

498.13%

Penvediaan jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah

4.1

Penyediaan jasa surat menyurat

363,750

500,000

H8.69%

42

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

75,194,100

62,813,196

B3.53%

43

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

86913229

86.045.447

09.00%%

Pemeliharaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintahan
daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan dan pajak kendaraan
perorangan dinas atau kendaraan dinas
jabatan

230,928,043

215429347

93.29%

pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan
prasarana gedung kantor dan bangunan
lninnya

26,855,000

24,380,000

S0.78%

Sumber: Laporan Fisik dan Kevangan Diskominfo Tahun 2023
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Realisasi Anggaran

L.

Pendapatan

Program/kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pemerintah Kabupaten Solok dalam
rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Retribusi Pengendalian Menara
Teleckomunikas. Target dan realisasi pendapatan pada tahun 20235 dapat dilihat pada tabel 3.67
berikut :

Tabel 3.67
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025
No. Uraian Target (Rp) | Realisasai Persentase Capaian
(Rp) (%)

), Retribusi Penyewaan 1.250.000 900.000 T2%

bangunan (Video tron)
2. Retribusi Penyewaan 25.000.000 - -

bangunan (radio)

Total 26.250.000 900.000 3.42%

Sumber: Laporan Kewangan Diskominfo Kab. Solok Tahun 20235

Pada tahun anggaran 2025, target pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab dari Dinas
Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp.26.250.000,- yang bersumber dari Retribusi
Penyewaan Bangunan (Videotron) dan Retribusi Penyewaan bangunan (Radio). Sampai bulan
Desember Tahun 2025 target pendapatan hanya dapat dircalisasikan scbesar Rp. 900.000,-
dengan persentase 3,42%.

Tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kominfo Tahun 2025 sesuai dengan
target yang telah ditetapkan, disebabkan karena Retnbusi Penyewaan Bangunan (Radio) ndak
dapat dipungut karena tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor | Tahun
2025 tentang Pajak Dacrah dan Retnbusi Daerah.

Belanja

Pada tahun 2025 alokas: anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok
adalah sebesar Rp. 9,713,882,308 .- vang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja
terschut digunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan di  bidang
Komunikasi dan Informatika untuk mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika
seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

VISI dan MISI Dinas Komunikasi dan Informatika:
Visi Terwujudnva Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera |
Misi Misi | : Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani |
Sumber: Renstra 2025-2029
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BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten
Solok pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Diskominfo
Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dan tahun pertama untuk renstra Kabupaten Solok Tahun
2025-2029, Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama, partisipasi semua pihak dan
diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan dari renstra 5 tahun sebelumnya. Sementara
itu, untuk target-target vang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Diskominfo Kabupaten Solok tahun 2025 dapat disimpulkan
terdapat 5 (Lima) indikator kinerja utama pada Renstra baru (2025-2029). Dani 5 indikator
tersebut, terdapat | Indikator yang belum memiliki target tahun 2025. Pada Renstra lama (2025-
2029) terdapat 8 (Delapan) indikator kinerja utama. Dar 8 (Delapan) Indikator tersebut terdapat
2 (Dua) indikator yang belum memenuhi target.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja vang dihadapi dapat
dirumuskan sebagai benkut :

1. Memenuhi sarana dan prasarana, infrastruktur, dan sumber daya manusia baik sccara
kuantitas maupun kualitas secara bertahap yang dapat mendukung kinerja Dinas Kominfo.

2. Menitikberatkan rencana aksi dalam penerapan tolak ukur indikator kinerja.

3. Mensinergikan sctiap aplikasi melalui Integrasi dalam pemingkatan layanan kepada
masyarakat, dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas.

4. Mengedukasi seluruh OPD/SKPD dan stakeholder terkant dalam mendukung Indikator
Kinerja Umum (IKU) Dinas Kominfo Kabupaten Solok.

5. Dalam penyusunan anggaran, perlu memprioritaskan unsur kebutuhan, bukan unsur
keinginan.
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KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-487/01000/ES/2024 Jakarta, 17 September 2024
Sifat . Biasa

Lampiran : 1 (satu) set

Hal - Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Yth. Bupati Solok
di -
Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan mandat kepada
Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal,
efektif dan efisien. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat
Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS
telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada
Pemerintah Kabupaten Solok.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur
capaian kemajuan penyelenggaraan statistk sektoral. meningkatkan kualitas
penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang
statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah, Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan
untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik
sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah
Kabupaten Solok tahun 2024 adalah 2,08 dengan predikat “Cukup’. Rincian hasil evaluasi
dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan
sebagaimana terlampir,

Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Solok. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam
penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan Sistem Statistik Nasional.
Selanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasaridalam peningkatan
kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Solok.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Pit. Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Dalam Negeri.
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LAPORAN HASIL PEMANTAUAN
SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2025

PEMERINTAH KAB. SOLOK

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, seluruh
rangkaian agenda Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025
telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan pemantauan ini merupakan amanat Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam mendukung target Program Prioritas Pemerintah
Digital pada Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah 2025-2029 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan tujuan utama mengukur kemajuan serta
meningkatkan kualitas penerapan layanan digital pemerintah baik di Instansi Pusat maupun
Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil pemantauan tahun 2025 ini menjadi gambaran nyata
atas progres transformasi digital instansi, sekaligus menjadi panduan strategis dalam
menyelaraskan penerapan pemerintah digital dengan kebijakan nasional. Semangat
keterpaduan ini diharapkan mampu mewujudkan layanan digital yang berkualitas, terintegrasi,
dan berdaya guna, sehingga memberikan manfaat konkret bagi pelaksanaan tugas
pemerintahan maupun bagi masyarakat luas.

Ke depan, sejalan dengan arah kebijakan nasional yang semakin dinamis, cakupan
pemantauan ini akan bertransformasi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital
(Indeks Pemdi). Perubahan ini menandakan pergeseran fokus dari sekadar digitalisasi proses
bisnis menuju ekosistem digital yang lebih holistik dan berorientasi pada pengguna. Oleh
karena itu, kami mengajak seluruh pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
segera melakukan penyesuaian target indeks serta memperkuat komitmen kepemimpinan
dalam menyongsong Indonesia Emas, demi percepatan transformasi digital vyang
berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh
Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi SPBE Nasional, serta Tim Asesor
Eksternal dari Perguruan Tinggi atas sinergi dan dedikasinya. Semoga kolaborasi yang telah
terjalin baik ini terus meningkat demi kemajuan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di
Indonesia.

Jakarta, 6 Januari 2025
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PEMANTUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2025

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna
SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan
prinsip tenintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan
unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar
penerapan SPBE dapal berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan
layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di
indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim
Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan SPBE. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan
Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan
Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri
PANRB Nomor 3 Tahun 2024

Hasil pelaksanaan pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam
Laporan Hasil Pemantauan SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak
lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas
layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi
Digital Pemerintah.

Dasar Hukum
* Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Femerintahan Berbasis Elektronik.
* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020
tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
« Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Pemantauan SPEE
Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan
akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan
kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat
kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi
kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri dan Penilaian
Dokumen,

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Tingkat Kematangan pada Kapabiiitas

Rintisan

Informasi
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PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2025

Domain dan Aspek Penilalan Bobot Predikat Indeks SPBE
Domain 1 - Kebijakan SPBE 13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 13% ‘NO | NILAI PREDIKAT
Domain 2 - Tata Kelola SPBE 25% INDEKS
Aspek 2 - Perencanaan Strategis 10% { f !
Aspek 3 - Teknalogl Informasi dan Komunikasi 10% 1 | 42-50 | Memuaskan |
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE 5% 2 35-<42 Sangal Baik
Domain 3 - Manajemen SPBE 16, | '
Aspek 5 - Penerﬂl:“&l'n Manajemen SPBE 1;1? 9 | 45-%34% Baik® |
Aspek 6 - Audit TIK 4.5% 4 | 18—<26 _ Cukup |
Domain 4 - Layanan SPBE 45,5 [
Aspek 7 - I_a:anan Administrasi Pemerintahan 2?,5: A : - : 1 'l_l " S |
: *! Target penilaian: Predikat Baik
Berbasis Elektronik (indeks minimal 2,6)
Aspek 8 - Layanan Publik 18%
indeks Hasional Kementerian  LPNK w:":;: Provinsl  Kabupaten Hotn
SPBE 323 | 400 | 385 | 3M 3.55 299 352
Kebijakan Tata Kelola | 348 | 437 | 424 | 354 182 | 324 | 373
‘Kebijakan Tata Kelola a4 | 4w | a4 | am 382 | 324 | am
Tata Kelola 278 | 398 383 | 308 324 | 238 | 343
Perencanaan | 256 | a8 | 388 | 29 an | 220 | 283
TIK | 287 | 402 | 38 | 310 333 | 251 | 330
Penyelenggara | 2ze | aor | a0 | 3m | 338 | 285 | 3w
Manajemen | 200 291 285 | 228 238 | 173 | 224
Manajemen 2.08 | 2.09 291 | 2.37 ] 243 1.78 232
Audit 1.84 2.70 268 2.05 222 1.60 204
Layanan SPBE | se7 | aso | e | 3m | 407 | 3w | am
Layanan Adm. Pemerintahan | 3.85 442 420 | 387 402 | 3r | 407
Layanan Publik | as0 | 483 | 443 | 3am | a8 | 38 | a4z

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Dearah
Berdasarkan Predikat Tahun 2025

100% &%
80%
60%
100% 94%
40%
20%
0%

Kementenian LPNK LNS&Lalnnya Provins Kabupaten Kota

B4%

mBalk ke Atas Dibawah Baik



3,71

INDEKS SPBE - PEMERINTAH KAB. SOLOK (Sangat Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

z e
) soe 5FaE Tuger [T Aanies SFHE Ingsiy
Eebabmn inksiesl Teig Ks

anan AdPem et Bt K Tk o) i
Palaknanas Al il .

Nama Indeks Nilai 2025
SPBE 3,71
Domain Kebijakan SPBE 3,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 3,00
Domain Tata Kelola SPBE 3,10
Perencanaan Strategis SPBE 2,50
Teknelogi Informasi dan Komunikasi 375
Penyelenggara SPBE 3,00
Domain Manajemen SPBE 3,00
Penerapan Manajemen SPBE 3,00
Audit TIK 3.00
Domain Layanan SPBE 451
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 4,30

Layanan Publik Berbasis Elektronik 4,83



Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

Nilai Tingkat
Indikator Kematangan

2025

1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi 3
Pusat/Pemerintah Daerah
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi

2 : 3
Pusat/Pemerintah Daerah

3 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data 3

4 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE 2

5 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data 2
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi

6 : 2
Pusat/Pemerintah Daerah

- Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem 2
Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

g Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan 5
Informasi

9 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK 4
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi

10 . 4
Pusat/Pemerintah Daerah

11 Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 2
Daerah

12 Tingkat Kematangan Peta Rencana SPEBE Instansi Pusat/Pemerintah 5
Daerah

13 | Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE 2

14 | Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE 4

15 | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE 3

16 | Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data 4

17 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah 4
Daerah




Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

a8 Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

19 Tingkat Hemataﬂgan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

20 | Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE

21 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE

22 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

23 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data

24 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK

5 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
SPBE

26 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan

27 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan

28 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE

29 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE

30 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE

31 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

32 | Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan

33 | Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran

34 | Tingkat Kematangan Layanan Keuangan

35 | Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

36 | Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian

37 | Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis




Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara /

48 Daerah

39 | Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah

40 | Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

41 | Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

42 | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

43 | Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka

44 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH)

45 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1

46 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2

47 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3
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‘e 74,40

T Jumlah
BB

e Predikat

man untuk masing-masing komponen dan sub komponen akuntabilitas

[ —
F
;;rfiP”NESI bagai berikut:

 erja adalah sebagal DETIELL. . iiitas |
pinef Komponen/Sub Komponen Bobot N T:::_::l".h

| No 30,00 21,80

5| Perencanaan Kinerja
= Dokumen Perencanaan kinerja teiah terseda; 5.00 55 280
— | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuh| standar yang

balk, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang
1b | SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap 8,00 B 8,30
level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain
(crosscutting);
Perencanaan Kinerja lelah dimanfaatkan untuk mewujudkan 15.00 B 1050
1. | hasil yang berkesinambungan : '
2. | Pengukuran Kinerja 30,00 22,50
'a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan; 6.00 BB 4 80
Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam
2b BB 7,20
2c
3

mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah, 900

dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian

Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam| 15,00 B 10,50

mencapai kinerja yang efektif dan efisien

| Pelaporan Kinerja. 15,00 11,55
3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja;

Dokumen Laporan Kinerja telah 'memenuhi Standar

3.b menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi 4 50 a8 315
| keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ ' '

| penyempurnaannya;

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar

d.c | dalam penyesuaian strategi’kebijakan dalam mencapai

kirerja berikutnya

4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, 25,00 18,75

4.a | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan: 5,00 BB 4,00

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

. 40 | secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, N - i

Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi

4.c | Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan

| yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja —

3,00 BB 2,40

7,50 BB 6,00

12,50 B 8.75

100 BB 74,40

lll. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Perencanaan kinerja
Perencanaan kinerja memiliki skor sebesar 21,60 dari bobot 30,00, hal ini disebabkan:

1) Belum ada bukli rapat pembahasan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja
2) Pohon Kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan

aklivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
3) Dokumen Renja belum dijadikan acuan dalam penyusunan DPA pada Perangkat Daerah.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memiliki skor sebesar 22,50 dari bobot 30.00. hal ini disebabkan:
1) Belum ada bukti penerapan Reward atas Capa[an kinerja yang baik dan punisment atas kegagalan

dan/ atau tidak tercapaianya kinerja

c. Pelaporan Kinerja
Pelaporan kinerja memiliki skor sebesar 11,55 dari bobot 15.00. hal ini disebabkan:

1) Dokumen LAKIP belum menginfokan Target kinerja Tahun sebelumnya
2) Dalam menyusun Dokumen LAKIP untuk melibatkan jajaran pegawai sampai level Tingkat bawah

AN HASIL EVALUAS! AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOMINFO TAHUN 2025




LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025




BAB YV
KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Solok,
dapat disimpulkan sebagai berikut :
¢ Pelaksanaan survei menggunakan 500 orang sampel dari 297,182 orang penduduk

Kabupaten Solok usia produktif (15-64 tahun) yang dihitung berdasarkan Metode Slovin
Formula.

Dari 500 orang sampel diperoleh 405 orang terpapar informasi pembangunan Kabupaten
Solok.

* Jika merujuk pada jumlah penduduk Kabupaten Solok usia produktif (15-64 tahun) yaitu

297.182 orang, maka diperoleh 241.717 orang yang terpapar informasi pembangunan

Kabupaten Solok, dimana capaiannya adalah sebesar 81 %.

Arosuka, 30 Desember 2025
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KOMISI INFORMASI

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 03/KEP/KI-PSB/X1/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa guna mengetahui kepatuhan Badan Publik

terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi
Informasi Provinsi Sumatera Barat melakukan
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi
Publik pada Badan Publik se-Sumatera Barat Tahun
2025;

. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan

Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan
kualifikasi yvang menjadi telok ukur pelaksanaan
Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan
melalui  Keputusan Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Barat tentang Hasil Monitoring dan
Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan
Publik Tahun 2025.

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);



Memperhatikan ;

Menetapkan
KESATU

KEDUA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
37);

4, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018
tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1899);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022
tentang Monitoring dan Ewvaluasi Keterbukaan
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4};

6. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun
2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2022 Nomor 3).

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi

Sumatera Barat Nomor : 05/BA/KI-PSB/X/2025 tanggal

22 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Hasil Monitoring dan Ewvaluasi Keterbukaan Informasi
Publik pada Badan Publik Tahun 2025 sebagaimana
pada Diktum KESATU terdiri dari 11 (Sebelas) Kategori



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan ;

Badan Publik yang berpartisipasi dan telah melalui
tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan berlaku;

Keputusan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025
merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Barat dan tidak dapat diganggu gugat;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan jika dikemudian han terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana

mestinva.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 18 November 2025

1. Yth. Gubernur Sumatera Barat
2. Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 03 /KEP/KI-PSB/XII/2025
TANGGAL : 18 November 2025
TENTANG : PENETAPAN HASIL MONITORING

DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA
BADAN PUBLIK TAHUN 2025

HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

1. KATEGORI ORGANISASI PERANGEAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO. BADAN PUBLIK MNILAI PREDIEAT
i Rumah Sakit Jiwa HB. Saanin Padang 99,15 Informatf
2, | Sekretariat DPRD 98.94 Informatif
3. | RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, S.H 98.92 Informatif
4, | Dinas Bina Marga, Cipta Karyva dan Tata Ruang 93.93 Informati
5. | Dinas Kesehatan 9392 Informatil
6. | RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittingg 93.83 Informatif
7. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 93.67 Informatif
8. Dinas Kebudavaan 93.34 Informatif
9, | Inspektorat 92.37 Informanif
10. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 092.34 Informatif
11. | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistk 92.31 Informatifl
12, | Dinas Kehutanan 177 Informaril
13. | Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan | 91.73 Informatif
Pertanahan
"14. | Dinas nglﬂm.gﬂ.n Huiup 91.52 Informatif
15. | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 91.25 Informatif
16. | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi a87.64 Menuju Informatif
17. | Biro Pembangunan B4.46 Menuju Informatif
18. | Biro Hulcum 66.22 | Cukup Informatif
19. | Biro Umum 65.08 Cukup Informatif
20. | Badan Perencanasn Pembangunan Daerah 63.92 Cukup Informatif
21. | Dinas Kelautan dan Perikanan 62.78 Cukup Informatif
22. | Dinas Sosial  60.48 | Cukup Informatif
23. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 59.34 Kurang Informatif
24. | Dinas Pendidikan 58.2 Kurang Informatif
25. | Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia 58.19 Kurang Informatif
26. | Badan Penelitian dan Pengembangan 57.05 Kurang Informatif
27. | Biro Perekonomian 57.05 Kurang Informatif




28. | Dinas Pariwisata 55.9 Kurang Informatif
29, | Dinas Perhubungan 55.89 Kurang Informatf
30, | Bire Bina Kescjahteraan Rakyat 24.75 Kurang Informaif
31. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 51,31 Kurang Informatif
32. | Badan Pendapatan Daerah 50.16 Eurang Informatif
33. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pinta | 49.02 Kurang Informatif
34. | hinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 47 .87 Kurang Informatif
35. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 46.72 | Kurang Informatif
36, | Dinas Perindustrian dan Perdagangan 45.37 Kurang Informatf
37. | Badan Kepegawaian Dacrah 45,57 Kurang Informatif
38. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 42.13 Kurang Informatif
39. | Biro Organisasi 39.84 Tidak Informatif
- 40. | Dinas Pangan 38.69 | Tidak Informatif
41, | Biro Administrasi Pimpinan 37.54 Tidak Informatil
42. | Dinas Pemuda dan Olahraga 36.4 Tidak Informatif
43. | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 31.81 Tidak Informatif
44, | Satuan Polisi Pamong Praja 31.81 Tidak Informanf
45. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAPPKB 27.22 Tidak Informatif
46, | Biro Pengadaan Barang dan Jasza 2722 Tidak Informatif
47. | Badan Penghubung 24.92 Tidak Informatif
48. | RS, Paru Sumbar 23.78 Tidak Informatif
49. | Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan | 2263 Tidak Informatif
Holtikultura
50. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14.59 Tidak Informatif
51. | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 13.44 Tidak Informatif
52. | RSUD M. Natsir Solok 11.15 Tidak Informatif
2. KATEGORI INSTANS] VERTIKAL PROVINSI SUMATERA BARAT
NO. BADAN PUBLIK NILAI PREDIKAT
1. | Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera | 99.3 Informatil
Barat
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 08.83 Informatil
3. | Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi 97.06 Informatif
Sumatera Barat
4, | Pengadilan Tinggl Padang 092.03 Informarif
5. | Komisi Pemilihan Umum Provingi Sumatera Barat 91.72 Informatif
6. | Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X 91.63 Informatif’
7. | Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi 90 Informatif
Sumatera Barat
8. | Pengadilan Tingegi Agama Padang 85.17 | Menuju Informatil
9. | Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat | 83.84 | Menuju Informatif
10. | BKEBN Provinsi Sumatera Barat 1] Cukup Informatif
11. | BPK Perwakilan Provinai Sumatera Barat 61.8 | Cukup Informatif




12, | Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat 50.6 | Kurang Informatil’
13. | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi ar.a Tidak Informatfl
Sumatera Barat
“14. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat 28.9 | Tidak Informatif
15. | Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat 226 | Tidak Informarif
16. | Pengadilan Tata Usaha Negara Padang 226 | Tidak Informarif
17. | Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat 219 | Tidak Informatif
18. | BKSDA Provinsi Sumatera Barat 17.7 Tidak Informatif
3. KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
NO. BADAN PUBLIK NILAT PREDIKAT
1. | Eota Padang 98.35 Informatif
2. Kabupaten Pesisir Selatan o8 Informatfl
3. | Kabupaten Solok Selatan a7.81 Informanf
4. | Kabupaten Tanah Datar 93.02 Informatif
5. | Kota Padang Panjang 92.09 Informatif
6. | Kabupaten Dharmasraya g91.45 Informatl
7. | Kota Bukittingg g1.23 Informatif
8. | Kabupaten Lima Puluh Kota 87.74 Menuju Informarif
9. | Kabupaten Agam 84.8 Menuju Informatif
10. | Kota Solok 827 Menuju Informarif
11. | Kota Payakumbuh 66 Cukup Informatif
12. | Kabupaten Padang Pariaman Bh Cukup Informatif
13. | Kota Pariaman 63.2 | Cukup Informatf
14. | Kota Sawahlunto 471 Kurang Informatif
15. | Kabupaten Sijunjung 429 Kurang Informatif
16, | Kabupaten Solok 39.4 Tidak Informatif
17. | Kabupaten Pasaman Barat 21.9 Tidak Informatif
18. | Kabupaten Pasaman 16.3 Tidak Informatif
19. | Kabupaten Kepulauan Mentawai 135 Tidak Informatif
4. KATEGORI PEMERINTAH NAGARI / DESA _— R
NO. BADAN PUBLIK NILAL PREDIKAT
1. Nagari Air Haji Barat 97.89 Informatif
2. | Nagari Musara Inderapura 97.29 Informatif
3. | Nagari Koto Besar 95.32 Informatif
4, | Nagari Koto Tuo o0 Informatif
3. | Nagari Sungai Rumbai 84.76 Menuju Informatif
6. | Nagari Tabek Patah 688 Cukup Informatif
7. | Nagari Cubadak 66.7 Cukup Informatif
8. | Nagari Sungai Duo 63.2 Culmup Informatif
9, | Nagari Sungai Aua 42.2 Kurang Informatl
10. | Nagari Gunuang Rajo 40.8 Kurang Informatif




11. | Nagari Kapa 40.1 Kurang Informatif
12. | Nagan Eanah Koto Tingm J6.6 Tidak Informatf
13. | Nagari Ujung Gading 29.6 Tidak Informatif
14. | Nagari Tambang 27.5 Tidak Informatif
15. | Nagar Tanjung Beringin 54 Tidak Informatif
16, | Desa Sikapak Tinur 25.4 Tidak Informatif
17. | Desa Santua 24.7 Tidak Informatif
18. | Desa Talawi Hilie 233 Tidak Informatif
19. | Nagari Pujorahayu 22.6 Tidak Informatif
20. | Nagari Kubang 21.2 Tidak Informatif
21. | Nagari Ala Manggih Selatan 21.2 Tidak Informatif
22. | Napari Sako Selatan Pasir Talang 21.2 Tidak Informatif
23. | Nagari Kapuh Utara 19.1 Tidak Informatif |
24, | Desa Bungo Tanjung 19.1 Tidak Informarif
25. | Desa Sipora Jaya 18.4 Tidak Informatif
26. | Nagari/ Desa Jambak Kec. Lubuk Sikaping 18.4 Tidak Informatl
27, | Nagar Sariak Laweh 17.2 Tidak Informatif
28. | Nagari Indudur 16.3 Tidak Informatif
29. | Nagari Baringin 14.9 Tidak Informatif
30. | Nagari Sundata Utara 12.8 Tidak Informatif
31. | Nagari Andiang 12.1 Tidak Informarif
32. | Napgari Alarmn Pauh Duo 12.1 Tidak Informatif
33. | Nagari Lubuk Jantan 12.1 Tidak Informagif
34. | Nagari Lareh Nan Panjang 12,1 | Tidak Informatif |
35. | Nagari Padang Air Dingin 12.1 Tidak Informatif
36. | Nagari Koto Gadang Koto Anau 121 Tidak Informatif
37. | Nagari Singkarak 12:1 Tidak Informatif
38. | Desa Matobe 10.7 Tidak Informarif
39, | Desa Sikalang 10.7 Tidak Informatif
4. | Desa Kubang Tangah 10.7 Tidak Informatif
41. | Nagari Lubuk Gadang Timur 10 Tidak Informaif
42. | Nagari Pulau Punjung 10 Tidak Informatif
43. | Desa Saureinuk 10 Tidak Informatif
44, | Desa Tuapejat 10 Tidalk Informatif
45, | Nagari Limo Koto 10 Tidak Informatif
46 | Desa Silungkang Oso 10 Tidak Informatif
47. | Nagari Situjuah Gadang 10 Tidak Informarif
RATEGORI PERGURUAN TINGGI
N BADAN PUBLIK NILAI PREDIKAT
1. | Politeknik Pertanian Negert Payalkumbuh 91.47 Informatif
2. | Univerzitas Perintis Indonesia 88.44 Menuju Informatif
3. | Politeknik Negeri Padang 82.24 | Menuju Informatf |




4. | Institut Teknologi Padang 72.77 | Cukup Informatif
5. | Universitas Dharma Andalas 61.15 Cukup Informatif
B, Universitas PGRI Sumatera Barat 43.6 Kurang Informatif
7. | Universitas Mercubaktijava 27.5 Tidak Informatif
8. Politeknik Pelavaran Provinsi Sumatera Barat 25.4 Tidak Informatif
9. | Universitas Adzkia 20.5 Tidak Informatil
10. | Stikes Dharma Landbouw 20,5 Tidak Informatil
11. | Universitas Putra Indonesia Indonesia YPTK
Padang 19.8 Tidak Informatif
12, | Universitas Fort De Kock Bukittingg 10.8 Tidak Informatif
13. | Stikes Piala Salti Pariaman 15.6 Tidak Informatif
14. | Universitas Bung Hatta 13.5 Tidak Informatif
15. | Sekolah Tinggi llmu Farmasi Padang 13.5 Tidak Informatif
16, | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 12.1 Tidak Informatif
17. | Universitas Mahaputra Muhammad Yamin 12.1 Tidak Informatif
18. | Universitas Baiturahmah 12.1 Tidak Informatif
19, | Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi 121 Tidak Informatf
20. | Umiversitas Prima Nusantara Bukittinggi 11.4 Tidak Informatif
21. | Universitas Eka Sakt 10 Tidak Informatif
22, | Universitas Sumatera Barat 10 Tidak Informatif

KATECGORI SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH (SMAN /SMEN /MAN)

NO, BADAN PUBLIK NILAI PREDIKAT
1. | SMAN 1 Kecamatan Guguak 096.52 Informatil
2. SMEKN 1 Payakumbuh 94.65 Informatif
3. | SMAN 2 Payakumbuh 93.35 Informatif
MAN | Bukittinggi 85.05 Menuju Informataf
SMAN 2 Solok B3.67 Menuju Informatif
6. | SMAN 4 Pariaman T9.6 Culoup Informatif
7. | SMAN 2 Painan 67.4 Culup Informatif
8, SMEN 1 Banjol 63.9 Culiup Informatil
SMKN 2 Sawahlunto 0.4 Culaup Informatif
I | SMEN 2 Bukittinggi 604 Cukup Informatif
11. | SMAN 3 Payakumbuh 57.6 Kurang Informatif
12. | SMAN 2 Sawahlunto 56.2 Kurang Informatif
13. | SMAN | Gunung Talang 534 Kurang Informatif
14, | SMKN | Bukittinggi 52 Kurang Informatif
15. | SMEN 1 Batu Sangkar 50.6 Kurang Informatif
16. | SMK 2 Partaman 49.9 Kurang Informatil
17. | SMAN 1 Padang Panjang 49.9 Kurang Informatif
18, | SMKN 2 Padang 48.5 Kurang Informarnf
19. | SMEN 2 Lubuk Basung 45.7 Eurang Informatif
20. | SMKN 2 Batu Sanghkar 45.7 Kurang Informatif




21. | SMKN 1 Padang Panjang 41.5 Kurang Informatif
22, | MA 1 Padang Pariaman 41.5 Kurang Informatif
23. | SMKN 1 Sijunjung 40,1 Kurang Informatif
24, | SMAN Tanjung Mutiara 394 Tidak Informatil
25. | SMAN 1 Sei Tarab 39.4 Tidak Informatif
26. | SMEN 1 Lubuk Basung 38 Tidak Informatil
27. | SMAN 2 Bukittinggi 36.6 Tidak Informatif
28, | SMAN 2 Lubuk Basung 359 Tidalk Informartif
29. | SMAN 1 Batang Anai 34.5 Tidak Informatil
30. | SMAN 2 Painan 3.7 Tidak Informatif
31. | SMA 2 Padang Panjang g Tidalk Informatif
32. | SMAN 1 Sitiung a1.7 Tidak Informatil
33. | SMANS Padang 31.7 Tidak Informatil
34. | SMAN 1 Lubuk Basung 30.3 Tidak Informatil
35. | SMKN 1 Gunung Talang 282 Tielak Informatif
36. | SMAN 2 Lubuk Alung 275 Tidak Informatil
37, | SMAN 1 Luhak Nan Duo 254 Tidak Informatifl
34, | SMAN 1 Sijunjung 25.4 Tidak Informatif
39. | SMKN 1 Solok Selatan a54 Tidak Informatif
40. | SMAN 7 Sijjunjung 254 Tidak Informatil
41, | MAN 3 Padang 254 Tidak Informatif
42, | SMKN 2 Padang Panjang 24 Tidak Informatif
43. | SMKN 1 Sintuk Toboh Gadang 24 Tidak Informatif
44, | SMEN 1 Lembah Gumanti 226 Tidak Informatif
45, | SMAN 1 Pariaman 226 Tidak Informatif
46. | MA 2 Tanah Datar 219 Tidak Informatif
47. | SMAN 1 Kinali 21.9 Tidak Informatil
48, | SMAN | Solok Selatan 205 Tidak Informatif
49. | SMAN 3 Padang 20.5 Tidak Informatif
50. | SMAN 1 Pariangan 19.8 Tidak Informatif
51, | SMAN 1 Harau 19.7 Tidak Informatil
52, | SMAN 1 Lubuk Alung 17.7 Tidak Informatif
53. | SMKN 5 Solok Selatan 17.7 Tidalk Informatif
'54. | SMAN 1 Pulau Punjung B Tidak Informatif
55, | SMAN 3 Sawahlunto 17.7 Tidak Informatif
56. | SMAN 1 Solok 3 g Tidak Informatif
57. | SMAN 1 Lareh Sapo Halaban 16.3 Tidak Informatif
" 58. | SMAN 6 Padang 14.2 Tidak Informatif
59. | MAN 2 Padang Panjang 143 Tidak Informatif
60. | MAN 3 Payakumbuh 14.2 Tidak Informatif
6l. | SMAN 2 Gunung Talang 13.5 Tidak Tnformatil
62. | SMAN 1 Bonjol 12.1 Tidak Informatif
63. | SMKN 1 Enam Lingkung 12.1 Tidak Informatif




64, | SMKEN 1 Pariaman 12.1 Tidak Informatif
65. | SMAN Unggul Dharmasraya 12.1 Tidak Informatif
66. | SMAN 7 Padang 12.1 Tidak Informatif
67. | SMAN 1 Lubuk Sikaping 12.1 Tidak Informatil
68. | SMKN 1 Sasak Ranah Pasisie 12.1 Tidak Informatif
6% | SMEN 1 Koto Baru 12.1 Tidak Informatil
70, | MAN 1 Pasaman Barat 12,1 Tidak Informatif
71. | SMAN 2 Pariaman 12.1 Tidak Informatif
72. | SMEN 2 Solok 11.4 Tidak Informatil
73. | SMAN 2 Lubuk Sikaping 11.4 Tidak Informatif
74. | SMAN 1 Sawahlunto 1.4 Tidak Informatif
75. | MAN 3 Agam 11.4 Tidak Informatil
~ 76. | SMKN 2 Pulau Punjung 10 Tidak Informatif
77. | SMAN 2 Sumatera Barat 10 Tidak Informatif
78. | SMAN 1 Painan 10 Tidak Informatif
79. | SMEN 1 Tarusan 10 Tidak Informatil
B0. | SMAN 9 Sijunjung 10 Tidak Informatif
81. | SMKN 5 Sijunjung 10 Tidak Informatif
82. | SMKN 2 Payakumbuh 10 Tidak Informatif
83. | SMEN PP Negen Padang Mangatas 10 Tidak Informatil
84, | SMKN 1 Pasaman 10 Tidak Informatif
B5. | MAN 1 Solok 10 Tidak Informatif
86. | SMAN 3 Solok Selatan 10 Tidak Informatif
7. KATEGORI KOMIS] PEMILIHAN UMUM [KPU) KEABUPATEN / KOTA
NO. BADAN PUBLIK NILAT PREDIKAT
1. | KPU Kota Padang 98 /2 Informatif
2. | KPU Kota Pariaman 98.59 Informatif
. | KPU Kota Bukittinggi 98.53 Informatif
4, | KPU Kabupaten Padang Pariaman 03.69 Informaril
5. | KPU Kabupaten Pesisir Selatan 093.49 Informatif
6. | KPU Kabupaten Solok 93.34 Informatif
7. | KPU Kabupaten Lima Puluh Kota 9325 Informatif
8. | KPU Kota Sawahlunto 93.24 Informatif
9. | KPU Kabupaten Kepulauan Mentawal 93.18 Informatif
10. | KPU Kabupaten Tanah Datar 9377 Informatif
11. | KPU Kota Padang Panjang 92.68 Informatif
12. | KPU Kota Payakumbuh 91.64 Informatif
13. | KPU Kabupaten Solok Selatan 90.57 Informatif
14. | KPU Kota Solok 90 Informatif
15, | KPU Kabupaten Agam BB.53 Menuju Informatif
16. | KPU Kabupaten Dharmasrayva 88.39 Menuju Informatif
17, fﬂaf_l”l'{abupnten Pasaman Barat 86.91 Menuju Informanf




18. | KPU Kabupaten Pasaman 54.8 Kurang Informatif

19, | KPU Kabupaten Sijumjung 394 Tidak Informatl

8. EKATEGORI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN / KOTA

NO. BADAN PUBLIK NILAIT PREDIKAT
1 | Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman 49.06 Informarif
2 | Bawash Kota Pariaman 98 87 Informatif
3 Bawaslu Kota Padang 98.58 Informatif
4 | Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai 03.96 Informatil
5 | Bawaslu Kabupaten Solok 093.84 Informarif
6 | Bawaslu Kota Padang Panjanp 93.83 Informatif
7 | Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan 93.8 Informatif
8 | Bawash Kabupaten Solok Selatan 931.68 Informarif
9 | Bawash Kota Bukittinggi 63.65 Informatif
100 | Bawaslu Kota Sawahlunto 83.59 Informartif
11 | Bawaslu Kabupaten Agam 03.56 Informatil
12 | Bawastu Kota Payakumbuh 93 56 Infarmatif
13 | Bawasiu Kota Solok 93.47 Informatif
14 | Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat 93.34 Informatif
15 | Bawaslu Kabupaten Dharmasraya 031.33 Infarmatif
16 | Bawashi Kabupaten Lima Puluh Kota 933 Informatif
17 | Bawasli Kabupaten Pasaman 93.25 Informatif
18 | Bawashi Kabupaten Tanah Datar 93.2 Informatif
19 | Bawashu Kabupaten Sijunjung 01.29 Informatif

9. KATEGORI BUMD / BUMNAG - BUMDES

NO. BADAN PUBLIK NILAI PREDIKAT
1. | PT. Jamknda Sumbar 91.98 Informatif
Menuju
2, | Perumda Air Minum Pincuran Gadang Kota Solok
86.1 Informaitif
3 Perumda Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Cukup
" | Datar 72,67 | Informatif
Kurang
4, | Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payvakumbuh .
58.16 Informatif
Kurang
5. | PDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung i
56.7 Informatil
& PDAM Kota Pad Panj y—
! ot# a
WERIE 27.5 | Informatif
24 Tidak
7. | PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
Informatif
B PT. Balai Citraj Sumb ik
" . Hgh} itrajaya Sumbar
sy 15.6 Informatif




Tidak
9. | PDAM Kabupaten Pasaman
14.2 Informatif
o b Tidak
10. | PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi )
135 Informatif
11. | BUMDESA Saiyo Lumindai o
: umin
11.4 Informatif
Tidak
12. | BUMNAG Rangkiang Ameh Panginggahan :
11.4 Informatif
Tidak
13. | BUMNAG Bungo Satangkai Sungai Tarab
10 Informatif
- Tidak
14. | BUMNAG Timur Sejati Pakan Rabaa Timur
10 Informatif
Tidalk
15. | BUMNAG Binuang Sakato '
10 Informatf
Tidak
16. | Perumda far Minum Kota Padang
10 Informatif
17. | PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat
10 Informarnf
0. KATEGORI LEMBAGA YUDIKATIF
NO. BADAN PUBLIK NILAL PREDIKAT
1. | Penpadilan Apama Batusanghkar 088 Informatif
2. | Pengadilan Agama Bukittinggi 98.76 Informatif
3. | Pengadilan Agama Payaltumbuh 98.4 Informatif
4. | Pengadilan Agama Tanjung Patl 93.71 Informatif
5. | Pengadilan Negeri Sawahlunto 93.47 Informatif
6. | Pengadilan Agama Padang 92.4 Informatif
7. | Pengadilan Agama Muara Labuh 6235 Informatif
Pengadilan Agama Sijunjung 92.11 Informatif
. | Pengadilan Agama Maninjau 91.51 Informatif
10. | Penpgadilan Agama Padang Panjang 90.37 Informatif
11. | Pengadilan Negeri Pulau Punjung 90.03 Informatif
12. | Pengadilan Apama Seolok 90 Informatif
13 Pengm:hlﬂ.n ﬁgama Lubuk Slkapmg 86.88 Menu_lu Informatif
14. | Pengadilan Negeri Muaro 86.09 | Menuju Informatif
15. | Pengadilan Agama Lubuk Basung 85.19 | Menuju Informatif
16. | Penpadilan Agama Talu 85.18 | Menuju Informatif
18, | Penpadilan Agama Koto Baru 69.4 Cukup Informatif
19. | Pengndilan Negeri Lubuk Basung 68.24 Cukup Informatif
20, | Pengadilan Negeri Pasaman Barat 66.21 Cukup Informatif
21. | Pengadilan Negeri Padang Panjang 58.79 | Kurang Informatif
22, | Penpadilan Negeri Padang 56.68 Kurang Informatif
23. | Pengadilan Negeri Batusangkar 56.67 | Kurang Informatif




24. | Pengadilan Negeri Solok 55.62 | Kurang Informatif
25. | Pengadilan Negeni Tanjung Pati 54.55 Kurang Informatfl
26. | Pengadilan Negeri Pariaman 5137 Kurang Informatf
27. | Pengadilan Agama Pariaman 50.31 Kurang Informatif
28. | Pengadilan Negeri Bulkittinggi 50.31 Kurang Informatif
29. | Pengadilan Agama Painan 45.19 Kurang Informatifl
3. | Pengadilan Agama Pulau Punjung 38,64 Ticlak Informaril
31. | Pengadilan Negeri Koto Baru 28.03 Tidak Informatif
32. | Penpadilan Negeri Lubuk Sikaping 2591 Tidak Informatif
33. | Pengadilan Negen Painan 23.8 Tidak Informeatif
34. | Pengadilan Negeri Payakumbuh 12.12 Tidak Informatif
11. KATEGORI BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN [ KOTA

NO. BADAN PUBLIK NILAI PREDIKAT

1. | BPS Kabupaten Pasaman Barat 98.42 Informatil

2, | BPS Kabupaten Solok Selatan 98.34 Informatif

3. | BPS Kota Pariaman 98.08 Infarmarif

4. | BPS Kabupaten Pasaman 93.92 Informatif

5. | BPS Kota Payakumbuh 93.92 Informatif

6. | BPS Kota Bukiitinggi 53.8 Informatif

7. | BPS Kabupaten Lima Puluh Kota 93.7% Informatif

8. | BPS Kabupaten Sijunjung 93.76 Informatif

9, | BPS Kabupaten Padang Pariaman 93.74 Informatif

10. | BPS Kota Saolok 53.71 Informarif
11. | BPS Kabupaten Pesisir Selatan 93.65 Informatif

12. | BPS Kabupaten Tanah Datar 93.64 Informatif

13. | BPS Kota Padang 93.64 Informatif
14. | BPS Hota Sawahlunto 93.16 Informatif

15. | BPS Kota Padang Panjang 92.33 Informatif

16, | BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai 91.7 Informatdf

17. | BPS Kahupaten Dharmasraya 91.54 Informatif

18. | BPS Kabupaten Agam 91.54 Informatif
19. | BPS Kabupaten Solok 59.7 | Kurang Informatif
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a PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
J1. Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364
Website ; diskominfo.solokkab.go.id, Email : diskominfo@solokkab.go.id

JUMLAH LAYANAN PUBLIK VANG DISELENGGARAKAN
SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI

KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2025
| NO | Peranglkat Daerah Layanan Publik Sub Layanan Ket
secara Online dan Publik
Terintegrasi
' 1 | Sekretariat Daerah | 1. DIH I. Pelayanan informasi hukum yang lengkap. |
2. Simonbang akurat, mudah, dan cepat bagi pemerintah
3. Info harga pasar maupun masyarakat.
2. Menginformasikan realisasi anggaran ‘
Pemerintahan Kab solok
3, Menginformasikah Harga Kebutuhan '
. Pokok |
| 2 | Sekretariat DPRD | 1. Layanan 1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Pengaduan dan
| Aspirasi Publik
2. Layanan
| Ketatausahaan ' : |
3 | Inspektorat 1. Layanan 1. Pengendalian gratifikasi : |
Daerah Pengaduan dan 2. Pengaduan Tindsl Pidana Korupsd
Aspirasi Publik
2. Lapor upg
3. WBS )
4 | Badan Keuangan | 1. Layanan 1. Pengelolaan Aset /BMD
Daerah Keuangan 2. Pengelolaan Anggaran
2. Layanan BMD 4, SIPDRI
| | 4. Pengelolaan pendapatan
5 | Badan 1. Layanan 1. Pengelolaan Simpeg
Kepegawaian dan Kepegawaian I 2. Pengelolaan Taspen
Pengembangan 2. Layanan Kinerja | 3. Pengelolaan pensiun
Sumber Daya 3. Layanan 4. Pengelolaan kepangkatan
Manusia Kenaikan
! Pangkat | |
6 | Badan 1. Layanan i I. perumusan dan penyusunan kebijakan '
Perencanaan, Perencanuan teknis dan strategis bidang perencanaan
Penelitian dan 2. Layanan Inovasi | pembangunan, penelitian dan
Pengembangan Daerah pengembangan;
3. Layanan Monev 2. penyelengpaman upaya peningkatan
Pelaksanaan pelayanan publik di bidang perencanaan,
Perencanaan penelitian dan pengembangan
Pembangunan 3. pembinaan teknis penyclenggaraan fungsi
Daerah | penunjang urusan pemerintahan daerah
4. Layanan Data bidang perencanaan, penelitian dan
Perencanaan pengembangan:
(SIDASI) |




7 | Badan Pelayvanan |. Pelayvanan informasi dan data kebencanaan
Penanggulangan Informasi Dun 2. Pelayanan peringatan dini bencana
Bencana Daerah Dats Kebencanan | 3. Pelayanan penyclamatan dan evakuasi korban
Layanan bencana
Peringatan Dini 4. Pelayanan penanganan darurat
Bencana.
Pelayanan
Kegawatdaruratan
Santunan Dan
Bantuin Korban
Bencana.
8 | Badan Kesatuan Layanan 1. Pengelolaan informasi kesbangpol
Bangsa dan Politik Informasi Publik. | 2. Pengadizan melalul surat elektronik, media
Lavanan susial, telepon. maupun melalil petugas
Pengaduan. front desk
. Layanan Klinik
Organisasi
Kemasyarakatan
dan Partal
Politik
Layanan
Monitoring
Pemilu
9 | Dinas Komunikasi Layanan 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
dan Informatika Komunikasi Publik
Publk 2. Pengelolaan e-government
Layanan Aplikasi | 3. Penyelenggaraan Data Statistik
Informatika 4. Penyelenggaraan
Layanan Statistik persandian untuk
Sektoral pengamanan informasi
Layanan 5 Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Keamanan
Informasi
Layanan
' Pengaduan dan
Aspirasi Publik
10 | Dinas Layanan Nagari | 1. Penataan nagari
Pemberdayaan Perencanaan 2 Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
Masyarakat dan Pembangunan dan lembaga adat tingkat desa
Nagari Nagari
Layanan
Keuangan Nagari -
11 | Dinas Kesehatan Layanan 1. Pengelotaan lsaha Kesehatan Perorangan
kesehatan (UKP) dan rujukan tingkat Kabupaten
Sumber  Daya | 2. Pengelolaan Usaha Kesehatan Masyarakat
Manusia (UKM) dan rujukan tingkat Kabupaten,
(SDM) 3. Penerbitan izin prakiek dan izin tenaga
Kesehatan kesehatan.
4. Perencanaan dan pengembangan SDM
Kesehatan untuk UKM dan UKP
12 | Dinas Pekerjaan Layanan SDA 1. Pengelolaan SDA




Umum dan 2. Layanan 2. Penyelenggaraan penataan bangunan dan
Penataan Ruang Bangunan Lingkungannya
gedung 3. Penyelenggaraan jalan
3. lLayanan 4. Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi
penataan (non kecil dan kecil
bangunan 5 Pengawasan tertib usaha, tertib
4. Jalan penvelenggaraan dan tertib pemanfaatan
5. Jasa konstruksi jasa konstruksi.
6. Layanan
penataan ruang
13 | Dinas Pariwisata | 1. Layanan 1. Pengelolaan destinasi pariwisata
dan Kebudayaan Pariwisata dan | 2. Pemasaran pariwisata dalam dan luar
Kebudayaan negeri
2. Info Pariwisata daya tarik. destinasi dan kawasan strategis
Pariwisata
14 | Dinas Pertanian 1. Layanan sarana | 1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)
dan prasarana 2. hewan dalam KPenerbitan izin usaha
2. Perizinan usaha pertanian yang
pertanian kegiatan usahanya dalam
Kabupatenabupaten
3. Penerbitan Izin Usaha pengecer (toko,
retall,
sub distributor) obat hewan
15 | Dinas Lingkungan 1. Kajian 1. KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau
Hidup Lingkungan Program (KRP)
Hidup Strategis | 2. Pengelolaan Kehati
(KLHS) 3. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan,
2. Keanekaraga dan
man Hayati penyuluhan lingkungan hidup untuk
(Kehati lembaga
3. Pendidikan, kemasyarakatan tingkat kabupaten
Pelatihan,
dan Penyuluhan
Lingkungan
Hidup
untuk
masyarakat
16 | Dinas 1. Layanan 1.KK KITAP
Kependudukan kependudukan 2. KTP
dan Catatan Sipil | 3. Surat Keterangan
17 | Dinas Pendidikan, | 1. Layanan 1. Penetapan kurikulum muatan lokal,
Pemuda dan Kurikulum | pendidikan dasar, pendidikan anak usaia
Olahraga 2. lLayanan | dini, dan pendidikan non formal
pendidik dan | 2. Pemindahan pendidikan dan tenaga
tenaga kependidikan dalam daerah
kependidikan 1, Penertiban izin pendidikan dasar
3. Layanan 4. Penertiban izin pendiddikan anak usia dini
perizinan |

pendidikan




18 | Dinas Penanaman 1.Layanan 1. fzin usaha industri
Modal, Pelayanan perizinan 2. lzin lokasi
Terpadu Satu 3 lzin usaha jasa konstruksi
Pintu dan Tenaga
Kerja .
19 | Dinas 1. Layanan Lalu | 1. Penetapan rencana induk jaringan
Perhubungan Lintas dan LLA| Kabupaten
Angkutan Jalan | 2. Pengujian berkala kendaraan
(LLAJ) bermaotor.
3. Penerbitan izin penyelenggaraan dan
pembangunan fasilitas parkir
4. Pengujian berkala kendaraan
' bermotor.
20 | Dinas 1. Pembinaan 1. Pengelolaan perpustakaan tingkat
Perpustakaan dan Perpustakaan 2. Pembudayaan gemar membaca
Kearsipan 2. Pengelolaan tingkatKabupaten
Arsip 3. Pengelolaan arsip dinamis
4. Pemusnahan arsip
21 | Dinas 1. Layanan 1. Pencegahan kekerasan terhadap
Pengendalian Perlindungan perempuan
Penduduk dan PerempuanPere vang melibatkan para pihak lingkup
Keluarga mpuan kabupaten.
Berencana, 2, Layanan 2. Peningkatan kualitas keluarga dalam
Pemberdayaan Kualitas mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan
Perempuan dan Keluarga hak anak tingkat kabupaten.
Perlindungan 3. Layanan 3. Pelembagaan PHA pada lembaga
Anak Sistem Data pemerintah, non pemerintah, dan dunia
Gender dan | usaha tingkat kabupaten
Anak
4, Pemenuhan
Hak Anak
(PHA)
22 | Dinas Perikanan Layanan 1. pembuatan Surat lzin Usaha Perikanan
dan Pangan Ketahanan {SIUP)
Pangan 2. tawes sehat (uji loualitas air)
Layanan
Perikanan
23 | Dinas Koperasi, 1.Layanan 1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk
Usaha Kecil UMKM koperasi dengan wilayah keanggotaan
Menengah, dalam Kabupaten. '
Perindustrian dan 2 Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan
Perdagangan melalul pendataan, kemitraan, kemudahan
| Perijinan
1, Pengembangan usaha mikro dengan
orientasi
peningkatan skala usaha menjadi usaha
| kecil.
24 | Dinas Sosial Layanan Sosial | 1. Pengembangan potensisumber
Layanan kesejahteraan sosial

rehabilitas soaial

2

Rehabilitasi sosial bukan /tidak termasuk




3. Perlindungan |  bekas korban penyalahgunaan NAPZA
dan Jaminan 3. Pendataan dan Pengelolaan data fakir
Sosial Miskin
25 | Dinas Perumahan 1.Layanan 1., Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban
Rakyat, Kawanan perumahan dan bencand
Permukiman dan permukiman 2, Penerbitan Sertifikat Kepemilikan
Pertanahan Bangunan
Gedung (SKBG)
3 Penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan kawasan permukiman
4. Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU)
26 | Satuan Polisi 1. Ketentraman 1. Penanggulangin bencana.
Pamong Praja dan danKetertiban 2 Pencegahan, pengendalian, pemadaman,
Pemadam Umum penyelamatan, dan penanganan bahan
Kebakaran 2. Kebakaran herbahaya dan beracun kebakaran
3. Bencana

Arosuka, 29 Januari 2026
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PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat

J1. Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364
Website . diskominfo.solokkab. o.id, Emaif ! diskominfof@solokkab. o.id

0o
&

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik

dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Tahun 2025

[ [ Perangkat Daerah (OPD) vang menggunakan
data statistik
dalam menyusun perencanaan pembangunan | C APAIAN (%) KET

| TAHUN
daerah

Jumlah OPD

Jumlah OPD yang
menggunakan data
statistik dalam
menyusun
perencanaan

pembangunan daerah

2025 41 41 100%

[ (IV.b
NIP.197203191993032004



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok - Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364

Website : diskominfo.solokkab.go.id, Email - diskominfo@solokkab.go.id

JUMLAH PERANGKAT DAERAH
D1 KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2025

No Perangkat Daerah Jumlah

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Inspektorat Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Badan Keuangan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Kesbangpol

1 -2 B D= 70 EE At Ll e

Badan Fr.-mngulangan Bencana Daerah
10 |Dinas Perhubungan

11 |Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

12 |Dinas Kesehatan

13 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

14 |Dinas Perumahan Rakyat, KawasanPemukiman dan Pertanahan

15 |Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

16 |Dinas Lingkungan Hidup

17 |Dinas Sosial

19 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

30 |Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu dan Tenaga

71 |Badan Kepegawaian dan Pemngembangan Sumber Daya Manusia

72 |Dinas Komunikasi dan Informatika

23 |Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

24 |Dinas Pertanian

25 |Dinas Perikanan dan Pangan

26 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah. Perindustrian dan

27 |Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

28 |Keeamatan Gunung Talang

26 |Kecamatan Junjung Sirih

30 |kecamatan X Koto Diatas

31 |Kecamtan X Koto Singkarak

32 |Kecamatan [X Koto Sunggi Lasi

33 |Kecamatan Kubung

34 |Kecamatan Bukit Sundi

1
1
|
1
]
1
|
1
1
1
1
1
|
1
1
1
]
18 |Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1
|
1
|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
|
1

35 |Kecamatan Payung Sekaki




36

Kecamatan Danau Kembar

37

Kecamatan Lembah Gumanti

38

Kecamatan Hiliran Gumanti

39

Kecamatan Tigo Lurah

40

Kecamatan Lembang Jaya

41

Kecamatan Pantai Cermin

Jumlah

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok

Arosuka, 29 Januari 2026

munikasi dan Informatika
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Jalan Raya Solok - Padang KM. 20 Arosuka

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Proviasi Sumuner Bars

Website : diskominfo.solokkab.go.id. Email - diskominfoisolokkab.go. i

Kuode Pos 27364 Provinsi Sumaler Bamad

PERSENTASE PERANGRAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIR
DALAM MELAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

KABLPATEN SOLOK
TAHUN 2025

No

Peranghat Daerab

Jenis Mt Statistik Sektoral

Hntru:-lT

Sekretariat Dierah

Tndcks reformasi himokrsi

il akuntabilitas kinerjs

Nilai Laporan Penyclenggarain Pemerintahan Dacrsh (LPFD)

Persentase jumlah pengndann yang dilskuban dengan metode Lompetitif (%)

Sekretarint DPFRD

Torsusun dan enmicgrasing s program-program kerja Dewan Perwakilan
Ruskyat Dacrah (DPRDY) untuk melaksannkon furgsi pengawnasan, fungsi
pembentuban perda dan fungii engyaran dalum Rendana Pernbangunan
Jangha Menengsh Daersh {RPIMD) maugmia Rencnna Kera Pemerintah
Duerah (REPD)

Terinlegrsinys Progrum-frogrem DPRD untuk melakcnakan fungs)
pengawasan, pembentukan perda dan unggaran dalam dokumen unEEiFan
Sekretariat Dewan DPRD

Inspektort Dasrsh

Tevel maturiias sitem pengendalian iniern pemerintah

Persentuse tindak lamjul Ermm

Lrisan Pengmynsan

dun Pengembangan

Perseniase pereficanian, pengendulion dan evaluas) pombengunan docrah

v disisun ()
%ﬁm mmyuLmE TaTAm JORUIDED PETCHCETm

Lirusan Perencannan
Pembangunan

ndeks inovas dacrah

Persenimse pemaninman hasil kellthmgzm %)

Llruaan Penelitisn

i Penigembangin |

Padun Keunngan Docral

Thpini Badan Pemeriksa Keuangan APk

indeks pengriolawn keunngan dacrah

Persentuse belanya pendidikan (minimal 20%)

Persentmse belanja kesehatan {mininial 10%5) diluar gaii (%s)

Rns’mhdmﬁlpcpwnidﬂunmmmmphmm

Dicviasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadsp anggaran PAD
dulam Anggaran Pendapatan dun Belanja Dacrah (AFBD) (%)

Urusan Kevangan

Rodan Pendapatan Docrah

Persentise PAD lechadep Pendapatan Daerah

Deviast realisasi Pendapatan Asil Doerah (PAD) tethadap anggaran PAD
dalam Angpuran Pendapatan dan Belanja Duerah (APBD) (%o}

U rasan Kewmgan

Badan Kesbangpo!

Terscniase perial politlk dun organisas: masyarakal yang lerfusilitasi (%6}

Persenimse penyelesalan konflik %)

Trtegrast dan sinkrontsast forum koordinasi pimpinan daeradt lubupaten ota
herbisis teknologi

Kiatuan Bangsa
dain Palitik

Bodon Penanggolanga
Bencann Dacrah

Poreninse YOng B TAWIT DefeaTa Qi yany
berpotens! lerpapar bencana bencana menperoleh informast Fiwan benicna
sesuni jenis ancimaen bencana terhadnp jumlah keseluruhan mesyaraksl yang
berada di knwasan rawan bencani




hnmdmmmpmwmpcmngxuﬂgm}mmm#mmuﬂm
mendapuiknn peralatan perfindungan terhudup jumish masynrakal Yang

(Pmnm masyarakat yang mendapatkan peletihan kesispsiagaan terhadap [
Bencany + masyrakal Yung mendapathan lmvanan pusdalops penanggulingan

Manusia

metmp:mmwmmwmniwwﬂt‘m

Urusan Kepegawalay

Pemngembangan Sumber Dya |Rasio jabatan ungslonal bersertifikol Kompetensi (7o) (Pegawai Noger! Sipil

(PN tidak termasul Edm mhﬂﬂhﬂm]
Hﬂuwpﬂuﬂmﬂﬂﬂﬂimm idnsar (%) (PNS tiddk
dan kcschamn

Rasio pegmwal fungsional ™) (N5 tidak termasuk gury dan lenagn
keehatnn )

sermasuk gur dan iEnug kes

Persentise apmraiur yang memilikl sertifil dikda kompetensi toknis (%)

{Jpucan Pendidikan

Perseniase pejubat ASN yany telah mengikun pendidikan dan pelutihan dan Pelatihan

strukitumd (%)
Persentuse ASN yang mengikuti pendidikan dan pelutihan frrmnl {%a)

10 |Dinus Pemberdayaan Tdcks Desa Membangun (10M) Urusan

Masyarikat dan Nagari Perseniuse Peninghutan Desa Mandiri Pemberday aan

Percentase pengentasan dess tertinggal Mausyarnkat Desa
Tndcks kepuasan musyurakit tethadap lsyanan pemerintah dacrah
Pnrwmpnnin;m:npmb«du}mhmmkmmrmm nagar dim
leribagn adut nagari

11 [Dines Perhubugin Pemaniise penunannn wnika keoeakaan lahu lintos Urusan
Persentase layanon irnsporiusi air Pethubimgmn |

15 [Dinas Pendidikan, Pemuda dan | Angkn Raia-Rata |.ama Sekolah Urusan Pendidikan

arga g
Pendidikin Anak Usia Dini (PAUD)

dalam Pendidikan Dasn

TTrgha Partivpas Warga Wegam Usia 1-12 Tl yang Berparisipas

Tnghal Partisipes) W args Segun Usia T3-15 Tabun yang Berpartisipasi
il Pendidikun Mer Pertunia

i) Vo mrga eogern LB /- i vang Bt
mmmmmmuﬂmwymwmm
Pendidilkan Resstaragn

Angha Partisipesi Sekolah (APS) SD / M/ Puket A
Anghn Partiipasi Sckolah SMI' /MTS 7 Paket B

- cnjanit 5E ung 1 Tjuzali
Diploma Emnat (D-1V) stau Sarjana (S 1) dan Sentifikut Pendidik
erseitime ang ip mpal i )
atit Sarjana ($1) Bidang Pendidiken Anak Usia Dind, Kependidikan Lain
oty Pui din Sertifikm Profiesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Incheks Sury akier
Tndeks Sune ﬁ:hq.u

1 Lin
?&ms&mﬁqmgimw Wiuaian Lokl daiam Dokumen

Perseninse Scholul dengan Kegian Litersi

ket partsipas] pemida Gl organisast kepemudaan dan organisasi

shitl kevnmssmrmkninn uq‘iﬂﬂ
501 K udann dan
T Tpust pemnuda dnlam kegratin ekonomi mandin Oluhrga
Pemero mendab doiem cvent nnsioRR maupun injemasional
pemnghntan kapsiis aumn
13 [[vinng Keschutun Urusan Keschatan

Angika Kematian 1ou (Per 100,000 Relatiran Higup)
A matian Bayi [Per 1,000 Kelahiran Hidup)
Tonai Ul Kirnng Dt A ik Ballta (va)

Frevclensi Siunting pada Anak Bulita (%)

Cukupan Desa /Kelomaian Universal Child (LCH

Crkupan Balits (7] Burik mendapal POrawatan




Stomder

Persentase Warga Nognrn Linia 60 Tahin ke At mendapatkan Skeining
Keschutan Sesuai Standar
Perseninse ;ﬂuh‘imhipcﬂcmi-}mgmmdlpﬂlm peliyungn kesehuitan

sesuni standar

mmhﬂ diabetes meliis yang mendapatkan p:ln}wmm
sciuinl standar

Persciinse orong EEEE mji“’l berat vang mmi‘ﬁ iﬁﬁ. EE;
kesehatan jiwa sesuai suundar

m Oming Terduga fuberkulosia m Pelayanan THC Sesunl

Standar
Perseniase orang dengan Tesiko Tenniekal HIY Tendapiikan Py anan
Dieleksi Dini HIV Sesuni Standar

11 |Dinas Pekerjaan Umum dao 'ﬁn% ;&.’M Talan Kabupelen Urusan Pekerinnn
Penataan Rusng Ketantan lu% Rencona 1 aia Ruang Wiliiyah Ulmum dan
Tersentuac Rumah | Therpkees Alr Minum
Rasio Ruang EEEE ?%igmpﬂ'ﬂulm Tuns Wilmyah ber Hak Tengehiaan |
Hak Guna
Rasio b Mendirikan Ter Satuan Bangunan
|Perseninse Dalain ﬂﬁﬁk
%m Tingkungan Pemennioh Berkondisi Baik
15 |Dinas Perumaban Rakyt, Cakupan Lingkungan yang Senal dan Aman yang didukung dengan Urusan Perumahon
Kawnsan Permubimin dan sarana don unlites amism Rakyat dan
Pertanahan rMﬁmnmkmmWwﬂ;mhﬁ Permukiman

rumah layak huni

Porsentise warga negnr yang ferkenn nelokasi wkibal program pemcrintaly
daerah kibupaten ok vang men fasalitasi dinan rumah
Persentnse luas knwatan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani
Persentase berkurangnyva jumlah unit RTLH i Rumuh Tidak Laak Huni)

Forsentass penyelesaian Losus tinsh Ulpusan Pertonahian
s gantl nig dan santunan tanah yung diselesaikm
Thiniah persil tanah yang di ieie

Pemadam Kebukarn

Satoan Polis) Pamong Draja dan |Perventise masyurakal yang memperoich pelayanan Kerugian materil dan | Urusan

J'uwpmpbmﬂihﬂﬁﬁwm&ummmm K ctetirarman,
Ketertian Usnum.
dan Perlindungsin
Persentnse jumiah layenan pemadaman, penyelamitan dan evakund korbat | Musyirakel

dan terdampak kebakaran di dacrah dalam tingkat wakiu mngkap | respaitse
tinve) oleh peranghast daerab pelaksans unsan Mungsi pemadam kebakran
ditambah jumlab layunan pemadaman di dasrah dalum tingleat waki mnggap
(response time) aleh relawan kebuknran vang dibentuk dan /ot dibawah
pemnbingan peranghnr dacrah pelaksana unisan /Tungs pemimiam kebakaran

jumiah kejndian kebikarm di ducrh
; EE:HW Teieniraman, kelcruban umum dan periindungan
masyarakot

personi] Saipol PP berkualites Penyidik Pegawal Nogeri Sipil




17 |Dings Sosial

Perecninse g disabitias lerlantar yang terpenui kebutuhan Uirusan Sosial
dusarnva di luar panti (%4

- w L
‘bantuan sosial uituk permenuhan kebutuhan dasar

memperolch
Persemase pengslokuan vz makmn pahlawan Kubupnten

18 |Dinas Lingkungan Hidup

Ferseniase tmbulan sampan vang ditangeni Urosan Linglkungan
Persenlass pembinnan dan pengawisan terkal! ketuatan penanggung jawab | Hidup

weaha din / stay kegiatin ymgdmwkmmnﬂwm?iﬂn
Lingkungan, kzin Perfindungan dan Pengelotaan Lingkungan Hidup (PPLH)
dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (PUU LH) yang
diterbitkan olch Pemerintah Duerah

Hasil pengukarin Indeks Kuslitas Air
Hagll Penguburan

indeks Kualims 1dara
Hasil Pengulurnn Indeks Kualitas Tumpan Lahan

Pengadian masynrakat terkai izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang
direrbithan oleh Pemerintah Dacrul, lokssi waahs dan dumpakny di decrah
Ketastan penunggung jewib wiahn dan | aiau kegiitan werhadap ein

{ingkungan, izin PFLH dan PUL LH yang diterbitkan

19 |Dinss Pariwisata dan
Kebudayman

Penyelengaraan fisstival seni dan budaya Upusan Kebudaymn
Jumiah karya budaya yang direvilitasi dan irvestarisei
Jumilah cagar hudaya yang Uikeinla secars krpadu

Kontribusi sckior pariwisaia diamestik regional bruto U rmsan Pariwissta
Koumjungan WAL
1ama kunjungasn wisits

| persentase perfumbubian jumish wisstawan mancancgaT Pt kebungsasn (%)
Persentuse peningkatan perjulunan wisatawen nusantura yang datang ke

Kabupaten /Kot (¥a)

Milal tnmbah ekonomi kreatif

20 | Dines Kependudulnn dan
Pencmnian Sipll

Rasio berakie nikah Urusm
Penerapan Rartu tonda penduduk (K 1F) nasional berbasis Nomor Tnduk

Administrasi
Kependudukan (NIK) Penduduk don
Cakupan pencrhitn K TV Pencatatan Sipil
Cakupan penerbitan dokumen kipendudukan

Persentuse peluporan perisiiva penting vang lertangani

Perehaman KT Elekuronik

Perrentase anak wsin (-17 | ahum kursng | (satu) hart yeng memiliki K
lderiiits Anmak (KIA)

Persentse perjanjian dats kependudukan

Persentise peranghnt daerah vang wlah memanfutknn dats kependudukan
berdasarkan perjanjian kerjo samn

Perseniase cakupan kepemiiikan buku niksh [ aktn perkawinon pada semiug
pmmeunn}udﬂamim

Persentase cakupan kepem|likon akin percersian pada semun individu yang
percernlannyn dilaporkan

Persciiisse cakupin kepemilikan akia kematian dor peristrwi kematipn yang
dilaporkan

21 |Dinas Penannman Modal,

dan Tenagn Kerjn

Pelayunan Terpadu, Satwy Pintu _I‘mm:mpkaju beersertifiknt kompotensi

Perciimse keyiutun yang Jiaksanskan yang menghcu ke rencana tenags Lerja)tinisan Tenaga
Kerjn

FEETNRSE peril VEng mem RRToUa RETji vanp iy ik

{m Perusatiaan (PI)/Perjaniian Kega Bersama (PKE), Lembaga
Kerinsama (LKS) Bipartiy, strubtur skals upah, dan terdafinr pesertn BPJS




Persentane tonaga Kerjo yang Iilempatkan (dalsm dun uar negesi) melalyi |
mekanisme layanan antar kerja dalam wilavah Ksbupnaten/Kota

f&_n,gknm E!EEE!‘E!' Emhm
Besyrun kawus yang disclesaiban dengin Petjanjian Bermma {FB)
Besaran pencari korjs yung terdaitar vang ditempatkan

Rasio Lulusan §1 5283

Urusan
Pemerinmhen
Hidang Penanaman
Milul

Urusan Perizinan
77 |Dinns Komunikast dan Persentisc masyarakad yan e [Urusan Komunilasi
iformatika dan Informatika
Persentase layanan publik yang disclonggarakan seonn online dan terinegras]
Persentuse perangkat ductuh vang menggunakan dats ststistic dalm
menyissus perencanaan pembangunan dacrih Urusan Statisilk
“Tinglat kesmanan informasi decral (%) rusun Persandian
23 |Dinas Perpustakaan dan ng perpustakann pertihun (%) Lirusan
Kearsipan Tumiah keleksi judul buku perpustukaan Perpustaksan
Rsin perpustakaan porsatuan peniduduk
r"J'hlilnilt an membaco musyaraksl
Indeks pembangunin litcrnsd masyarakat
Perscmase dnicrnh vi wips secmm bakn (%o Liruisan Keursipan
Tinghst loctersed arsip schagid bahan alcuninhilitas kinerja, alsl bulkti
yong sah dan pertanggrungjasaian rasional (%)
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip schagal buhan pertunggungiiswaban
setipp mspek kehidupon berbangsn dian bernegara untuk hepentingsn negan.
pemerintahan. pelayanan publik dnn kesejahierann rakyat. (%a)
Jemlah nesip terjaga dan arsip statis sebagal warisan budaya yang
diproservos
Juminh pengguni pelayanan arsip schagn memor Kolektil dan juti dri
hangsa
24 |Dinas Petanian FDRD sekior pertanian (Jutn Rupialt) Urusan Pertanion

Kaontribusi produksi helompok petani terhadap PDRE (%)

Kontribus sektor pertanian (palawija) terhadap PDRE (&)
Produksi sekior porfanisn

T ontrybus: sektor perkebuinan (aman kems) lerhadap PDRB (%)
'rodidsi sektor perkebunan

Produkiivitas pertanian peshektar per tbun (%)

Persentase penurunan kejadian dan jumlab kasus penyakit hewsn menular
(%)

Cankupen bina kelompok petani (%a)

Produktivitas padi stnu bahun pungan utama |okal lainmyz per hekuur

Persenluse penin Ktivitas Lanmman {padi dan § (]

Persentuse peningkatan produktiyites tanaman hoikultura (cabsl dan bawung)
merah) (%)

25 |Dinas Perikanan dan Pangan

et pola Tearapan (PPH}

Perseniase coclisien varies harga pangan stracgts ditinglosl konsuren dan
produssn

soanigan pusigen
Penanganan daerih srw an pangnn

Urosan Pangin

Keetersedingn pangan utama { beras) periapita




Persentase wasan din bimaan Kenminan

Persentose dasmh nentan FEwWEn

Jumlah pangan segar asul umtmimymg;mmuhipcmmnmumﬁm
keamingn pungan

(%)

Jummish prodikst olahan hesil petilanan

don Perikenan

Cakupan bina kelompok neluyan (%6)

Produksi perikonan kelompok neliyan

Produksi perikanan budidaya

Perdugunizan

Dinas Kopenasi, Ussha Kecil

Kopernsi AKUD

Pummtmﬂmmihu.hikmﬂ

rusan Etﬁpﬂlﬁ.
Usaha Kecil dan

Persentase Usaha Keail Menengah (UKM) non Bark Perkreditan Rakyat
(BPRYL embaga Keusngan Mikro (LKM) Akif

Persentase kinerji realizasi pupuik (1ol

Lirusan

Persentise alpt-alnt Ukur, Takar, Timbang dan Perlenghapannya (LTTP)
bertanda tem ssh vang berlako (%)

Petdagangnn

Persenise barang beredar yang dimwasi yang scstii] dengan kelentuan
undangan (%)

Persentise konasumen | Te)

(%)

TPersentase stbilits dan jumidh loeleredinan Targs, borang keboishan pokok

Cakupun bina kelompok pengrajin 18

rusan

Persentrise juminh hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah trin
usaha industi (TU1) keeil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh
imstnsi erkai ()

Perindustrian

Persemase jumish hasil pemantiunt dan pengm s denpan junilah izin
b knwasan industri (UKL dan Lrim perloasan kowasan industri (TPED
yang lokasimys di daerah K.abupaten/Kota

)

Peslindungun Ansk

Dinas Pengendaiian Pendisduk, Peracntase anak kortan hekermsin
Kafunrgs Berencana,
Pemberidayuan Perombunn dan Tndeks Pembangunun Gender

i it Tnstans) terkail kabupaten

Ll pusan

Porsontnse

responsi{ gender padas belanjn APBD

Pemberdayuun

Rusio kekerasan dalum rumah turags

perlindungsn Anak

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembingan keluarga melali
{de ] kel i

E&ﬂkﬂaﬁnﬂiﬂn mEdemm

Capetinn knbupater: layak anak

Persentase perempuun korben kekermsan dan tindak pldana perdagangan
oAt v pikan [myunen I

Persentase anak memerlukan perimdungsn khusis yang mendapatkin
lavanan komprehensid

Rasio kekerasan terhadap nak per 10.000 anak

Laju perrumbuhan penduduk

[Anjgha Kelshiran Total (TFR)

Rnsio Ascplor Keluarga Berencunn (KB}

Persentase pusat pelayanan keluarga scjahtern dj kecamatan

Keoneden CGunang Talmng

Pﬂmmr@ummmmmmr}mdimpi

Persentase peningkatun linghungin yang aman dan kondusil’

Persminme penvelen urusin pemesintahuh umum

Persentase nagar tertib administrasi dan keusngun

-

Kecumuatan Junjung Sirih

Indeks kepeasan masy sk

Porsentase peninghatan pemberdiy man masy skt di nidgari

Perseniise penin Iinghuniznn vang aman dan kandusil’

[Perscnimse penyelenggnrman urusan pemerintahan umu

Perscnimse naijari tertlh suministrasi dan keusngan

kecomptan X Koo Diias

Indeks kepuasan masyamkol




[Perscntass peningkatun penberdayaan masysrskat 4 DAgar_

Perseniise peningiatun linghungan Ywig aan dan kordy 77

Perscnlnse penyelenggarnan urusn pemerintshun umum

Persentise I'IEII:‘HH‘! adminiatrast don kewnngan

31

Kecamtan X Koto Singkarak

Tndcks KEpuisan fusynekat
Perseritise peningh ween masyarakat di i
Perseniuse peninghatan lingiungan yong aman dan kandhs7

Wm&wmﬁmmmﬁmumn

wm“pimmmmnimdmw

Kecmmatan 1% Koto Sungal
Lasi

Indieks keprunsan masyarska

Persentase poninglstan pemberdayaan masyanukal i nagar.

Perscntise peninghatun linghungan yang sman dan kondusif

Perseninse penyeloniggirman urusan pomerintalian umym

Persentise nugari lertib pdministrisi dian kenungan

33

Eecamatan Kubung

Tndeks kepusan nasyarskad
Persentuse peningksian perberdeyssn masysrakat dl 1A

Perscniase peningkatan linghungan yang wman dan kondusif

Perscriase m-rjenﬁm s pemerininhon wnum

Perseniiss nagari tertib ndrnbnistrasi dan Keunngan

34

Kecamntan Bukit Sundi

Indeks Lepuasan masyiwrakil

Perzaniase peningkainn pemberdayan masyarnkat di nagari

Perscrimse peningkatan lingkungan yang aman dan kool

Porsoninss pemye urasan perierititalinn umum

Persentass EEﬁ \eriib ndminigirus] dan keuangan

3F

Trdeks kepiusan masyurmbkal

Persentase peningkatan pemberdayaan sz armkat di nagar

Persentase peningkatan linghungsn ynng aman da LondusT

Persenbise penyelenmaan imasn pemertnlahin urmin

Perseniase mgﬂ'm‘lfh admintstrosi dan kevangan

36

Kecamatm Danau Kombar

Indcks kepuasen My arakil

Persentase penin gk lingkungnn yang aonan dan kondsif

Persentase penyelenggnrsm Urisa pemerinialun umam

Persentase nagani teriib administous dan keuangan

17

Kecamatan Lembah Gumarnii Trudeks kepuasan musynrmkat

Perseniase peninplutun pesnberdayin iasyarakat o nagar

Persentise peningkalan linghungan yang arman don kondosii

Perseritnse pemyelenigarmian unisan pemennizhan umium

Perscntuse nagari teriib adminisirasi dan keuangan

38

Kecamutan Hiliran Gumanti

Indeks kepussan masyarakal

Perseninse peninghatan pemberidaynan mesvarmkat & nagan

Parsentuse Eingh_nm Tingkungun yang sman dan kondusif

Persentise penyelenggnnan urusan pemerintuian ymum

Persentase nagari tertib addministrasi dan kedangun

39

Kecammmn Thgo Lurah

Indeks Kepuasan musyamis!

Tersentase peningkutnn pemberdaysan masyarakut di ragan

Persentsse peninghatan lingkungan yang sman dun kondusif

Persentase penyclengemrmn urisin pemerintshan wmum

Persentase nagani fentih administrasi dan keuangan

Kecamamn Lembung Toya

Indcks Kepussmn musysrakal

Persentase peninghatun pemberddayaan sy arakit i g

Persentase peninghetun lingkungan yang aman dan huotidusif

Persenimse penyelsigunmmin urisa pemerintahan umum

Persuenmag nnErJ tertib admindstrusi dan Keusngun




Tl |Kocamatsn Puntai Cermin Trdehs kepunsan masyarukal

Porsentase Eﬁ_n@ Egdm-m miasvarakat E’EE"'

p_ﬂmmwmtmwf

Persentase pemyclenggaraan uruan pomerintihah ST

Jumiah

Sumber Data : Dinos Komunikusi dan Infeematika Kabupaten Sojok

Agosuka, 20 Junuari 2026
Keépala Dinas Konfunikas: dan Informatika
K Solok

TV IVE

WIP. (9720349 199303 2 004



Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

|dentitas Instansi atau Perusahaan Dinas Komunikasi dan Informalika

Kabupaten Solok

Alamat Komplek Perkantoran Pamerintah Kabupaten
Solok, Jalan Raya Solok-Padang KM. 20
Arosuks

Nomeor Telpon

Email d’ﬁknmmro@samkhah.ga.id

Pengisi Lembar Evaluasi Fitria Fenti, $.5i, M.CIO

Jabatan Kepala Bidang Aptika dan Persandian

Tanggal Pengisian 12/01/2026

Deskripsi Ruang Lingkup

sistemn Elektronik : Aplikasi SIMPEG dan SERASI
PSE : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok

SUSI SOFIANTY SK
NIP. 18724319

Badan Sibar dan Sandl N
BGaETE indeks KAMI, Versl 5.0, Februan 2023



Responden:
Dinas Komunikas) dan Informatika

Tingkat Kelengkapan Penarapan = = l -
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupatan Standar 1S027001 sesuai Kategori .
Solok, Jalan Raya Solok-Padang KM. 20
Arpsuks Tata Kelola - 78 T, Kematangan. H
Pengelolaan Risiko . 35 T.Kematangan: Ml |
Kerangha Kerja Keamanan ifformasi  : 44 T. Kematangan: i slid
0 Pengelolaan Aset : 89 T Kematangan: W |
diskominfo@salokkab. go.id Teknologl dan Keamanan Informasi . 83 T Kematangan. I
12/01/2028 Pelindungan Data Pribadi : 28 T Kematangan

Pengamanan Keterlibatan P Ketiga : 0 %

Tata Kelola

POP pengelolaan Risiko

W Kepatuhan [50/5N1 27001
o Penerapan Operasional

Kerangka Herfa Dasar

Aspek Teknologi & Kerangka Kerja
Dresponden

pengelolaan Aset

Badan Siber dan Sandi Negara Versi 5.0 - Februari 2023



EVALUASI

'KTORAT DAERAH

ATEN SOLOK

NOMOR : 700.1.2/14/INSP-DILHE/2025

| LAPORAN HASIL EVALUASI

. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
5 INFORMATIKA
| TAHUN ANGGARAN 2025

. AR IRE

8 Z—T;&AW Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
- Jalan Raya Solok - Padang KM 20 Arosuka

'|_§:.- " Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat

= E m Inspektoratdaerahkab. solok@gmail.com

.



Jumiah | 74,40
= Predikat B | BB
Zaapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen dan sub komponen akuntabiiitas
xnera adalah sebagai berikut o
Mo Komponen/Sub Komponen Bobot | Nital '::::'":?Ihﬂm
1. Perencanaan Kinerja o - 30,00 21,60
12 Dokumen Perencanaan kinerja lelah lersedia, |__6.00 BB | 480
Dokumen Parencanaan kinerja teiah memenuhi standar yang I
baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinera yang
15 SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disstiap 8,00 B §.30
iavel secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain
lerossculting), )
. Perencanaan Kinerja telsh dimanfaatkan untuk mewujudkan
= | nasil yang berkesinambungan. 15.00 i 10,50
- 2 Pengukuran Kinerja 30,00 22,50
2a Pengukuran Kinerja teiah dilakukan, | 8,00 BB 4,80
Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam
25 mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah| 9,00 BB 7,20
 dilaxukan secara benenjang dan berkelanjutan :
Pengukuran Kinena telah dijadikan dasar dalam pemberian
2: Raward dan Punishmenl, serla penyesusian sirategl daiam| 15,00 B 10.50
_____mencapal kiners yang efektif dan sfisien -
3 Pelaporan Kinerja. 1500 | 11,55
Sz Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kiner@a: | 3.00 BB 2,40
Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi  Standar
15 menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinena, informasil -, 2 B 315
kaberhasitan/ k alan kinerja serta upayas perbaikan/ - '
1 penyempurnaannya; )
: Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar
3z dalam penyesuaian sirategi/kebijgkan dalam mencapal 7.50 BB 6,00
wnerja berikutnya. -
4 Evaluasl Akuntabilitas Kinerja Internal. 25,00 18,75
- 13 Evaluss Akuniabilitas Kinerjs Internal teiah dilaksanakan 500 BB 400
45 Evaluasi Akuniabilitas' Kinerja Internal telan dilsksanakan] 5 g4 BB §.00
secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai ) ;
Implementasi SAKIP telah meningkal Karena evaluasi
& - Axuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberkan kesan| 12,50 B 8,78
___ yang nyata (dampak) datam efektifitas dan efisiensi Kinefja. | ___ L L
Nitai Akuntabilitas Kinerja . 100 BB 74,40

mpulan dan Saran

mpulan
asarkan hasil evaluasi tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

& Serencanaan kinerja
| Ser=ncanaan kinerja memiliki skor sebesar 21,60 dan bobot 30,00, hal ini disebabkan:
¥ Balum 2dz bukti rapat pembahasan daiam penyusuran Paran)ian Kinerja
. 71 Pohon Kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinarja, strategl, kebijakan, bahkan
. =khvitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
% Dokumen Renja belum dijadikan acuan dalam penyusunan DPA pada Perangkat Daerah

ngukuran Kinerja

smaukuran kinerja memiliki skor sebesar 22,50 dar bobot 30,00 hal ini disebabkan:

S=um ada bukt penerapan Reward atas Capaian kinena yang baik dan punigment atas kegagalan
930 3tad tidak lercapaianya kinerja

aporan Kinerja

soran kinerja memiliki skor sebesar 11,55 dari bobot 15,00. hal inl disebabkan:
% Dokumen LAKIP belum menginfokan Target kinerja Tanun sabelumnya
2 D=iam menyusun Dokumen LAKIFP untuk melibatkan jajaran pegawal sampa) leve! Tingkat bawah

SVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOMINFD TAHUN 2025




INDEKS KEPUASAN APARATUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2026

: FELAYANAN SEKRETARIAT

NAMA PELAYANAN

NILAI KEPUASAN APARATUR

T B

RESPONDEN

Jumlah = 48 Orang
Jenis Kelamin  : L = 34 Orang/ P= 14 Orng
1

Periode Survei  : 31 Desember 2025 s/d 03 Januari 2026

h #

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT
KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI APARATUR DISKOMINFO

L sesetieds

Arasukn, Junuari 2026
KEPALA DISHOMINFO




PENGOLAHAN INDERS KEFUASAN AFARATUTR PER RESPONDEN

U RESP NAMA RESRONDEN NILAT PER UNSTR PELAYARAN -
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